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Peran arsip sangat penting sebagai sumber informasi dalam pengambilan 
keputusan organisasi dan pelaksanaan ,pelayanan administrasi kepada pegawai dan 
masyarakat. Arsip akan berdaya guna bagi penggunanya apabila informasi yang 
terkandung di dalamnya bermanfaat dan tersedia dengan cepat. Sistem pengelolaan 
arsip menjadi penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penggunanya. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan efektifitas pemanfaatan 
pengelolaan arsip dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat 
pelaksanaannya efektifitas pemanfuatan pengelolaannya pada Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
mendeskripsikan fenomena yang teJjadi dalam organisasi publik. Data beJjenis 
primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 
studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis interaktif dari Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manfaat pengelolaan 
kearsipan secara keseluruhan belum memadai dari efektivitas dan efisiensinya, 
yang terlihat dari manfaat yang diterima pengguna belum sesuai harapan. Terdapat 
2 (dua) hal pokok dikeluhkan, yaitu pertama, tidak efektif dan efisiennya saat 
memperoleh arsip yang dibutuhkan, kedua, volume arsip yang tidak terpakai lagi 
belum dilakukan pemusnahan arsip, sehingga kurang tertatanya arsip dengan baik. 
Kendala-kendala yang menghambat dalam pengelolaan kearsipan di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan seperti sumber daya aparatur, minimnya 
anggaran,tidak tersedianya mekanisme keJja pelayanan, kurangnya sarana dan 
prasarana, lemahnya penerapan manajemen, dan belum menggunakan aplikasi 
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The role of archives is very important as a source of information in 
organizational decision making and implementation of administrative services to 
employees and society. The archive will be usefol for its users if the information 
contained in it is usefol and available quickly. The archive management system 
becomes important in order to improve the service to its users. This research has a 
purpose to describe the effictiveness of the use archive management and to know 
the obstacles that hamper its implementation of the effictiveness of utilitization at 
Secretariat of DPRD Bulungan Regency. This research is a qualitative research by 
describing phenomenon that happened in public organization. Primary and 
secondary data by data collection through interviews, observation and document 
studies. Data analysis using interactive analysis from Miles and Huberman. 
The results show that the implementation of the benefits of archival 
management as a whole is not sufficient from the effictiveness and efficiency, as 
seen from ·the benefits received by users have not been as expected There are 2 
(two) main points complained, that is first, ineffective and efficient when obtaining 
the required archives, secondly, the volume of archives that have not been used yet 
the destruction of the archive, so the less well archived archives. 
Obstacles that hamper are caused by apparatus resources, lack of budgets, 
unavailability of work mechanism, lack of facilities and infrastructure, poor 
management implementation, and not yet using information technology 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
., 
A. Deskrip'si Obyek Penelitian 
1. Gambaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabnpaten 
A--
Bnlnngan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan merupakan bagian dari Pemerintah 
Provin.si Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam 
menjalankan roda pemerintahannya didukung oleh 35 (tiga puluh lima) 
Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah 
tersebut adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bulungan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat 
DPRD) Kabupaten Bulungan merupakan salah satu organisasi publik yang 
secara fungsional memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang 
kineija DPRD Kabupaten Bulungan, yaitu memberikan dukungan atau 
fasilitasi terhadap fungsi DPRD yaitu legislas~ anggaran dan pengawasan. 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris DPRD berhubungan 
langsung dengan DPRD, masyarakat, media massa dan konstituen anggota 
DPRD. Peran penting tersebut yang harus dilaksanakan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sebagai OPD yang terus 
bertransformasi dalam penguatan Good Governance telah direorganisasi 
kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
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Bulungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan secara organisasi 
memiliki type C yaitu memiliki 3 (tiga) bagian yang sebelumnya memiliki 4 
(empat) bagian, dan masing-masing bagian memiliki 2 (dua) sub bagian. 
Sekretariat DPRD sebagai penunjang perangkat daerah memiliki 
peran yang sangat penting dalam rangka menunjang kineija DPRD, tata 
kelola yang baik dalam organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 
Peran maksimal harus diberikan mengingat tugas-tugas di DPRD 
menghasilkan kineJja yang berkualitas. Oleh karena itu Sekretariat DPRD 
harus berupaya maksimal memberikan dukungan secara administrasi, 
substansi, data penunjang dan pengelolaan keuangan dan barang. Berkaitan 
dengan tugas-tugas tersebut maka Sekretariat DPRD menyelenggarakan 
fungsi-fungsi yaitu : 
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, 
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang DPRD, 
3. Fasilitasi, pengkoordinasian, penyelenggaraan kegiatan DPRD, 
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. 
Dalam menunjang pencapaian tujuan visi dan misi Kabupaten 
Bulungan, maka visi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan yaitu "pelayanan prima bidang administrasi kepada anggota 
DPRD Kabupaten Bulungan yang harmonis". Sedangkan misi yang 
ditetapkan dalam menjalankan visi tersebut yaitu melaksanakan pelayanan 
prima di bidang administrasi yang profesional dan meningkatkan kualitas 
sum her daya manusia. 
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2. Struktur Orgauisasi, Tugas Pokok dan Fungsinya. 
Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, 
dan fungsi dialokasikan dalam organisasi.lebih lanjut struktur akan 
berdampak terhadap cara orang melakukan tugas (bekerja) dalam 
organisasi. Struktur organisasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi 
sikap dan perilaku seseorang dalam organisasi. 
Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
yang diatur didalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan : 
a. Sekretariat, yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga 
ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan keuangan daerah 
b. Bagian Umum, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Sekretaris 
DPRD melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan 
dan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD. Bagian ini terdiri dari 
2 ( dua) sub bagian yaitu : 
I). Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan, 
2). Sub Bagian Humas dan Protokol. 
c. Bagian Persidangan dan Hukum memiliki tugas pokok yaitu 
membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perencanaan 
persidangan dan rapat, mempersiapkan konsep keputusan DPRD, 
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keputusan pimpinan DPRD, Rekomendasi, Petisi, Memorandum, 
Rancangan Peraturan Daerah, melaksanakan koordinasi dengan instansi 
terkait, menyusun risalah rapat, menyusun catatan, laporan dan notulen 
rapat. Bagian ini terdiri dari 2 (dna) sub bagian yaitu : 
1 ). Sub Bagian Persidangan dan Risalah, 
2). Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan. 
d. Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Sekretaris 
DPRD melaksanakan penyiapan baban koordinasi, perencanaan dan 
pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Bagian ini terdiri 
dari 2 (dna) sub bagian : 
1 ). Sub Bagian Penganggaran dan Penyusunan Program. 
2). Sub Bagian Perbendaharaan. 
Berdasarkan uraian diatas, struktur organisasi Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan dapat digambar sebagai berikut : 
I Sekretaris l 
Kelompok Jabatan 
Fungsional 
I BagianUmum I Bagian Persidangan & I Bagiao Keuangan .. Hukum .. 
I I I 
I I I I I I 
Subag Subag Subag Subag Subag Subag 
Kepegawaian Humas& Persidangan Hukum& Penganggaran Perbendahar 
& Protokol & Risalah Penmdang &Penyusuo aan 
Perlengkapan undangan. Prognun 
Gam bar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Bulungan 




Berdasarkan struktur organisasi yang digambarkan diatas, Sekretaris 
DPRD tergolong dalam pejabat Eselon II dengan pangkat dasar golongan 
IV b, sedangkan 3 (tiga) bagian yang tergolong dalam pejabat eselon III 
dengan pangkat dasar golongan III c, sedangkan sub bagian yang beljumlah 
6 (enam) sub bagian tergolong pejabat eselon IV a dengan pangkat dasar 
golongan III b. 
3. Keadaan Somber Daya Aparatur 
Menurut data yang diperoleh menunjukkan bahwa keadaan sumber 
daya manusia atau Aparatur Sipil Negara yang bekelja di Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan terdiri dari PNS dan tenaga honorer atau tenaga tidak 
tetap, sehingga secara keseluruhan beljumlah 64 orang. Komposisi tersebut 
terdiri dari 34 orang merupakan PNS dan 30 tenaga honor. Posisi sumber 
daya aparatur sampai dengan tahun 2017 digambarkan sebagai berikut : 
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 
Tingkat PNS PTT 
Pendidikan Jumlah % Jumlah % 
SLTA 18 52,94 22 73,33 
Saljana 14 41,18 8 26,67 
Magister 2 5,88 - -
Jumlah 34 100 30 100 
Sumber : Data Sekunder, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 
2017. 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa komposisi SDM pada 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan rata-rata berpendidikan SL T A baik 
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PNS maupun PTT, dengan persentase masing-masing 52,94% dan 73,33 %. 
Kemudian yang berpendidikan Srujana masing-masing 41,18% dan 26,67%. 
Sedangkan sebaran pegawai yang melaksanakan fungsi kearsipan di 
unit keija Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dalam tabel berikut : 
Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Kearsipan di Unit Keija Sekretariat DPRD 
Kb Bl a upaten u ungan 
UnitKeija Jumlah Pengalaman Keija 
BagianUmum 2 Kurang 
Bagian Huknm dan Persidangan I Kurang 
Bagian Keuangan I Kurang 
Gudang Arsip!Record Center 0 -
Jumlah 4 
Sumber : Data Sekunder, d10lah, 2017. 
Berdasarkan data diatas, jumlah pegawai yang menangani kearsipan 
di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan beijumlah 4 (em pat) orang yang 
tersebar di 3 (tiga) bidang, namun untuk gudang yang digunakan 
menyimpan arsip tidak belum ada tenaga yang mengurus kearsipan. 
4. Sarana dan Prasarana Kearsipan 
Sarana dan prasarana penduknng sangat menentukan dalam 
melaksanakan suatu kegiatan baik secara operasional yang dilakukan 
sehari-hari. Tanpa tersedianya sarana dan prasarana tersebut sangat 
mustahil realisasi pelaksanaannya dapat beijalan dengan optimal. Begitu 
pun dengan pelaksanaan proses arsip yang sehari-hari dilakukan di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 
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Arsip yang tercipta setiap tahunnya akan mengalami perkembangan. 
Sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengelolaan kearsipan pada 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dapat diuraikan sebagai berikut : 
Tabel 4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan Menurut Jenisnya 
J en is Sarana dan Prasarana Jumlab Sebaran Posisi 
Filling Cabinet 8 Unit Tersebar 3 Bagian 
Lemari Arsip (Kaca) 7Unit Tersebar 2 Bagian, dan 
Gudang Arsip 
Lemari Arsip (Kayu) 8 Unit Tersebar 2 Bagian, dan 
Gudang Arsip 
RakArsip 3 Unit Gudang Arsip 
Sumber : Data Sekunder, dwlab, 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan babwa sarana dan prasarana 
perkantoran yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
cukup bervariasi dan memadai dalam melaksanakan tugas dan pekeJjaan 
yang dibutuhkan oleh pegawai khususnya dalam melakukan penyimpanan 
arsip di masing-masing bagian. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan 
yang sudah ada sampai dengan saat ini merupakan pengadaan untuk 
menampung surat masuk dan keluar sehari-hari dan menjadi arsip dalam 
peJjalanannya sampai dengan dipindahtangankan akibat sudab menurunnya 
fungsi arsip tersebut. 
Secara umum terdapat 4 (empat) jenis sarana dan prasarana untuk 
menunjang proses kearsipan agar berjalan dengan efektif dan menunjang 
kelancaran administrasi perkantoran. Filling cabinet merupakan lemari 
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penyimpanan yang berbentuk vertikal yang tersnsun ke bawah dan 
biasanya terbuat dari bahan material yang tahan terhadap kelembaban dan 
suhu. Fungsi sarana ini untuk menyimpan arsip atau dokumen yang 
dianggap sangat penting dan untuk jangka waktu penggunaannya yang 
cukup lama. Untuk mendukung penyimpanan arsip di masing-masing 
bagian telah disediakan di masing-masing bagian untuk penyimpanan dan 
pengelolaannya khususnya pada arsip aktif. Tujuan filling cabinet ini 
diletakkan di masing-masing bagian juga untuk memudahkan penyusunan 
dan pencariannya apabila diperlukan sewaktu-waktu. Namun sarana ini 
tidak difungsikan untuk menyimpan arsip yang sudah tidak aktiflagi. 
Lemari arsip terdapat 2 (dua) jenis yaitu lemari yang bagian 
depannya berbahan kaca dan berbahan seluruhnya kayu. Untuk lemari arsip 
kaca menyimpan arsip atau dokumen yang biasanya yang diklasifikasikan 
ke dalam folder-folder seperti map teka sehingga dapat dipantau 
aktifitasnya setiap saat oleh arsiparis. Namun pada umumnya Iemari ini 
seringkali fungsinya tercampur dengan peralatan dan perlengkapan kantor 
lainnya dan seluruhnya untuk menyimpan dokumen arsip. Sedangkan 
untuk lemari arsip kayu difungsikan untuk menyimpan arsip secara penuh 
dan diklasifikasikan menurut jenisnya. Biasanya arsip ini digunakan untuk 
menyimpan arsip yang sudah lebih dari 1-2 tahun sejak diciptakan. 
Mengingat Iemari cukup Iebar maka masing-masing bagian dibatasi 
jumlahnya tidak lebih dari 2-3 lemari saja. Namun pembagian lemari arsip 
ini masih belum merata ke semua bagian disebabkan ada bagian yang 
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menerapkan penyimpanan arsip inaktif Iangsung di gudang penyimpanan, 
dan banya arsip aktif saja yang di dalam bagian tersebut. 
Rak arsip merupakan lemari arsip yang berfungsi untuk menyimpan 
arsip tertentu yang masih dianggap penting dan perlu untuk dipelihara. Rak 
arsip ini biasanya cukup Iebar karena memuat kumpulan-kumpulan file 
yang telah disatukan kemudian ditata di rak tersebut sesuai informasi dari 
arsip misalnya kumpulan peraturan, surat keluar dan surat masuk, laporan-
laporan, dan lain sebagainya. 
5. Sistem Pengelolaan Arsip Dalam Organisasi Perangkat Daerah 
Secara konseptual, administrasi publik menurut Gie adalah segenap 
proses penyelenggaraan proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh 
aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan Negara yang meliputi 
pemberian pelayanan terhadap kepentingan seluruh rakyat (Ukasah, 
1987:29). Penyelenggaraan pelayanan publik pada prinsipnya tidak terlepas 
dengan proses administrasi pada umumnya seperti di perkantoran. 
Menurut Mills, ( 1984:9) administrasi yang dilakukan di perkantoran 
terdiri dari menerima informasi, merekam dan menyimpan data-data serta 
informasi, mengatur informasi, memberi informasi dan melindungi aset. 
Berdasarkan konsep administrasi perkantoran selalu memiliki hubungan 
dengan menerima, mengatur, memberi, menyimpan, dan melindungi 
informasi yang apabila kita ceimati juga menyangkut arsip yang juga 
merupakan aset penting, meskipun setiap waktu akan mengalami 
penurunan kualitas informasinya. 
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Secara lebih komprehensif menurut Gie, (2007:16) menjelaskan 
bahwa ruang lingkup tugas administrasi perkantoran dapat dikatakan 
sebagai tugas memberikan pelayanan yang meliputi 6 (enam) pola kegiatan 
yaitu: 
a. Menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan 
tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan 
dimana-mana sehingga siap untuk digunakan bila diperlukan. 
b. Mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan 
tulis keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga berwujud 
tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. 
c. Mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan 
keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk 
yang berguna. 
d. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara 
dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. 
e. Mengirim, yaitu kegiatan men yam paikan dengan berbagai cara dan 
alat dari satu pihak ke pihak lain. 
f. Menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di 
tempat tertentu yang aman. 
Dengan demikian pelaksanaan administrasi perkantoran pada 
prinsipnya merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan kearsipan, 
sebab tugas-tugas sehari-hari perkantoran sebagaimana halnya organisasi 
publik yang memberikan pelayanan publik merupakan kegiatan 
ketatausahaan (clerical) yang menyangkut surat keluar masuk, menyimpan 
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dokumen dan mencari dokumen serta menemukannya kembali. Kegiatan-
kegiatan yang demikian tennasuk dalam kegiatan kearsipan. 
Arsip tidak hanya berupa dokumen berbentuk kertas tunggal 
maupun kelompok tetapi dapat juga berupa rekaman infonnasi dalam 
berbagai media sesuai dengan perkembangan zaman. Pekeljaan atau 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan arsip disebut dengan 
Manajemen Kearsipan .. 
Manajamen kearsipan menurut Martono, (1990:4) adalah seluruh 
mala rantai aktivitas penataan warkat sejak dilahirkan hingga warkat 
tersebut dimusnahkan atau dilindungi secara pennanen karena mempunyai 
nilai guna yang pennanan. 
Menurut Amsyah, (2003:4) manajemen kearsipan adalah pekeljaan 
pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan 
pendistribusian, penyimpananan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan 
dan pemusnahan. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajemen kearsipan 
berkenaan dengan proses sejak pertama kali diciptakan, digunakan, 
didistribusikan dan dimusnahkan apabila tidak dipergunakan lagi. Jenis 
arsip yang berlaku yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif merupakan 
arsip yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan juga 
mendukung proses pengambilan keputusan, untuk itu arsip aktif harus 
selalu tersedia pada saat diperlukan maka disimpan di tempat yang mudah 
untuk diambil. Arsip inaktif merupakan arsip aktif yang telah selesai 
diproses dan telah menurun frekuensi pemakaiannya dan jika dibiarkan 
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akan mememenuhi meja dan ruang keija, untuk itu penyimpanannya 
diserahkan pada unit kearsipan dalam organisasi atau dapat dimusnahkan 
dengan memperhatikan karakteristik dan nilai guna dari arsip tersebut. 
Sistem pengelolaan arsip yang telah diimplementasikan pada 
dasarnya terdiri dari 2 ( dua) jenis yaitu secara manual dan elektronik, 
sebagaimana dijelaskan oleh Haryadi, (2009:48). Namun kebanyakan 
organisasi masih menggunakan pengelolaan arsip secara manual. 
Pengelolaan ini digunakan oleh hampir sebagian besar organisasi, karena 
dokumen yang dikelola berupa kertas, CD maupun media fisik lainnya 
masih banyak dilakukan. Sistem pengelolaan ini dikelola secara manual dan 
umumnya berbentuk kertas-kertas atau file-file yang tidak beraturan. 
Penyimpanannya pun dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan 
waktu yang lama dan tempat penyimpanan yang luas. Menurut Sukoco, 
(2005:95) pengelolaan arsip secara manual dilakukan dari kegiatan 
penerimaan, pencatatan, penyimpanan, peminjaman arsip yang bernilai 
guna bagi organisasi, hingga penyusutan sampai dengan kegiatan 
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi. 
Siklus hidup pengelolaan arsip secara manual meliputi : 
a. Penciptaan yaitu penciptaan dokumen baru bagi organisasi baik berupa 
surat, pengaduan barang, pemesanan barang, dan surat -surat lainnya 
yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. 
b. Pemanfaatan yaitu tahap implementasi dari apa yang telah disusun dan 
ditetapkan dalam tahapan penciptaan. Proses ini menyangkut cara 
mengefisiensikan proses penggunaan dan pendistribusian kepada pihak 
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yang berkepentingan, termasuk bagaimana pergerakan dokumen yang 
sangat memengaruhi kualitas informasi yang dikandungnya. 
c. Penyimpanan yaitu proses setelah dokumen dimanfaatkan oleh 
organisasi. Apabila dokumen aktif yang frekuensi penggnnaannya Iebih 
dari 12 kali dalam setahun, maka dikategorikan sebagai arsip aktif yang 
perlu diberikan perhatian perhatian dalam pemanfaatannya, bagaimana 
prosedur penyimpanannya, penggunaan peralatan filling,. maupun tenaga 
penyimpan agar menjadi efisien. 
d. Retrieval, yaitu penemuan kembali. Pada tahapan ini lebih 
menitikberatkan pada lokasi dokumen maupun arsip yang dimaksud dan 
melacaknya apabila tidak kembali dalam jangka waktu tertentu. 
Mengklasifikasikan dokumen dan menentukan Iokasi yang tepat dalam 
penyimpanannya dan melakukan pemantauan peminjaman agar petugas 
dapat memastikan keberadaan semua dokumen yang ada. 
e. Disposisi, yaitu pemeliharaan dokumen yang dianggap penting ke lokasi 
yang tepat untuk menyimpannya, termasuk pemusnahan dokumen hila 
dirasakan memenuhi asas cukup untuk dimusnahkan. 
Sistem pengelolaan arsip menurut Lembaga Arsip Nasional 
Republik Indonesia (LANRI, 2002:7) adalah cara atau metode 
menerima, menyimpan, mengaktualisasi dan menemukan kembali arsip 
yang disimpan didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan 
keamanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, 
kelembagaan yang mantap dan sarata serta prasarana yang memadai. 
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Proses pengelolaan arsip yang telah dijelaskan tersebut pada 
prinsipnya merupakan sebuah siklus arsip. Sehingga sistem 
pengelolaan arsip menggambarkan sebuah proses atau perjalanan sejak 
aktif sampai tidak aktif lagi. Sistem pengelolaan arsip dalam suatu 
organisasi mengikuti proses-proses berikut : 
a. Penciptaan Arsip. 
Penciptaan arsip adalah penulisan surat, memo, 
petunjuklintruksi, formulir, laporan, gambar, kopian, output 
computer, film dan sebagainya kemudian didistribusikan atau 
disampaikan kepada seseorang dan organisasi. Proses penciptaan 
dapat terjadi secara internal dan ekstemal organisasi. Penciptaan 
arsip dapat dilakukan melalui surat masuk dan keluar. 
b. Pemanfaatan atau Penggunaan Arsip. 
Penggunaan arsip merupakan proses menggunakan, 
pemakaian untuk kepentingan organisasi dalam kegiatan sehari-
hari. Penggunaan arsip dalam aktifitas perkantoran berupa 
peminjaman oleh atasan dan pegawai di dalam dan luar organisasi. 
Menurut Yatimah (2009:208) bahwa kegiatan peminjaman 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
e) Peminjam arsip diharuskan mengisi daftar/formulir 
peminjaman. 
f) Menaruh kartu substitusilkartu bukti pinjam ars1p (out 
guide/out folder) atau lembar peminjaman arsip dua (hijau) di 
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tempat arsip tersebut diambil, atau disimpan dalam kotak 
peminjaman sesuai dengan tanggal pengambilannya. 
g) Hanya sekretaris dan petugas yang diserahi tugas untuk dapat 
mengambil arsip. 
h) Adanya tindak Ianjut terhadap arsip-arsip yang dipinjam. 
c. Penyimpanan Arsip, 
Sistem penyimpanan arsip menurut Gie, (2000: 120) terdapat 
5 (lima) sistem penyimpanan menurut 1). abjad, 2). pokok soal, 3). 
wilayah, 4). nomor, dan 5) tanggal. Selain sistem tersebut, sistem 
kearsipan modem dengan menggunakan kartu kendali, yang 
merupakan kombinasi dari kelima sistem kearsipan (Barthos, 
2005:49). Sistem kartu kendali menggunakan kartu kendali sebagai 
pengganti buku besar agar Iebih memudahkan dalam pengontrolan 
arsip/ surat masuk maupun keluar. Sistem kartu kendali ini 
diperkenalkan dan dipraktekkan oleh Lembaga Administrasi 
Negara Republik Indonesia (LANRI). Penerapan lain dari sistem 
ini adalah penggunaan peralatan penyimpanan berkas/arsip yang 
lebih modem seperti penggunaanfi/ing Cabinet dan Lateral Filling 
Cabinet. Filling Cabinet dipergunakan untuk menyimpan arsip, 
dilakukan secara vertikal artinya arsip disimpan bersusun dari atas 
ke bawah. Filling cabinet terbuat dari bahan bajafalumunium yang 
tahan api. Lateral filling, yaitu jumlah arsip yang dapat disimpan 
pada Iemari ini lebih banyak dibanding penyimpanan dalam filing 
cabinet akan tampak lebih rapi karena map arsip dapat disusun 
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berderet dari tingkat paling atas sampai paling bawah. Lemari ini 
terbuat dari baja/alumunium yang juga tahan api. 
d. Penemuan Kembali 
Menurut Wursanto, (2007:187) yang dimaksud dengan 
penemuan kembali arsip merupakan kegiatan memastikan dimana 
warkat atau arsip yang akan dipergunakan disimpan dalam 
kelompok berkas apa disusun menurut sistem apa dan bagaimana 
cara mengambilnya. Penemuan kembali dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat dapat dilakukan dengan cara yaitu : 
d) Sistem penemuan kembali hams mudah, yaitu apabila 
disesuaikan dengan kebutuhan si pemakai dan sistem 
penyimpanan dokumen. 
e) Sistem penemuan kembali hams didukung dengan peralatan 
yang sesuai dengan sistem penataan berkas yang digunakan. 
t) Faktor personil juga memegang peranan penting dalam 
penemuan kembali arsip. Tenaga-tenaga dibidang kearsipan 
hendaknya terdiri dari tenaga-tenaga yang terlatih,mempunyai 
daya tangkap yang tinggi, cepat, tekun, mau dan suka bekeija 
secara detail tentang kearsipan. 
e. Pemeliharaan. 
Pemeliharaan arsip merupakan usaha penjagaan arsip agar 
kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. 
Menurut Suparjati, dkk (2004: 30) menjelaskan bahwa penyebab 
kerusakan arsip ada 2 ( dua) yaitu faktor intrinsik dan faktor 
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ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah penyebab kerusakan arsip yang 
berasal dari arsip itu sendiri, seperti kualitas kertas, pengaruh tinta, 
pengaruh !em perekat dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstrinsik 
adalah penyebab kerusakan yang berawal dari luar benda arsip, 
yakni Iingkungan fisik, organisme perusak dan kelalaian manusia. 
Faktor lingkungan fisik yang berpengaruh besar terhadap kondisi 
arsip antara lain temperature, kelembaban udara, sinar matahari, 
polusi udara dan debu. Organisme pemsak yang sering memsak 
arsip antara lain jamur, kutu buku, ngengat, rayap, kecoa dan tikus. 
Selain dari kedua hal tersebut, arsip dapat msak karena kelalaian 
dari pengelola arsip itu sendiri, misalnya percikan bara rokok, 
cipratan minuman dan sebagainya. 
Menumt Mulyono, (1985:49) pemelibaraan dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
a) Pengaturan mangan. Ruangan penyimpanan arsip harus dijaga 
agar tetap kering (tidak terlalu !em bah), terang ( dengan sinar 
matahari meskipun jangan sampai terkena sinar matahari 
secara langsung). 
b) Pemeliharaan tempat penyimpanan. Sebaiknya arsip disimpan 
di tempat-tempat terbuka, misalnya dengan menggunakan rak-
rak arsip. Apabila hams disimpan di tempat tertutup ( di 
Iemari), maka lemari tempat penyimpanan itu juga hams 
sering dibuka untuk menjaga tingkat kelembapan. 
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c) Penggunaan bahan-bahan pencegah. Untuk menjaga keutuhan 
arsip (tetap baik) dapat dilakukan secara preventif, yaitu 
dengan memberikan bahan-bahan pencegah kerusakan. Baik 
mencegah serangan-serangga maupun kemungkinan-
kemungkinan yang lain. 
d) Larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Tempat 
penyimpanan arsip harus dijaga sedemikian rupa supaya tetap 
terjamin keutuhannya, keamanannya, kebersihannya, 
kerapiannya dan sebagainya. 
e) Kebersihan. 
f. Penghapusan 
Sebagian besar arsip yang disimpan oleh lembaga memiliki 
nilai kegunaan yang jangka waktunya terbatas, oleh karena itu 
arsip semacam itu suatu ketika harus disusut. Yatimah (2009: 212) 
berpendapat bahwa tujuan dari penyusutan adalah sebagai berikut : 
a) Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun 
sebagai referensi. 
b) Menghemat ruangan, peralatan dan perlengkapan. 
c) Mempercepat penemuan kembali. 
d) Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban. 
Penyusutan arsip menurut Barthos (2007: 101) adalah 
kegiatan pengurangan arsip dengan cara sebagai berikut : 
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a) Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit 
Kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga Negara atau 
Badan-Badan Pemerintahan masing-masing; 
b) Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku; 
c) Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip 
Nasional 
Sebelum dilakukannya penyusutan, maka perlu diadakan 
penilaian untuk menggolongkan ke dalam kelas-kelas tertentu 
menurut kepentingannya. Penggunaan cara seperti itu untuk 
pengelolaan arsip dapat berlangsung secara aman dan efisien. 
Aman dalam arti bahan penyusutan dilakukan berdasarkan 
penilaian yang tepat dan dapat dijamin dengan menyingkirkannya 
selagi tidak dibutuhkan lagi. 
Setiap dilaksanakan penyusutan selalu adanya jadwal retensi 
arsip, yaitu jadwal yang memuat seberapa jauh sekelompok arsip 
dapat disimpan atau dimusnahkan. 
Menurut pendapat Sularso, dkk (1985: 56), dengan dilakukan 
daftar penyusutan seperti itu akan diperoleh hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Arsip-arsip aktif tidak akan tersirnpan bersama-sama dengan 
arsip inaktif. 
b) Memudahkan penemuan kembali arsip-arsip yang diperlukan 
c) Memudahkan pengelolaan dan pengawasan. 
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d) Efisiensi kelja meningkat. 
e) Memudahkan pemindahan arsip yang bernilai permanen ke 
Arsip Nasional. 
f) Menyelamatkan arsip yang bersifat permanen sebagai baban 
bukti pertanggungjawaban di bidang pemerintaban. 
Dengan demikian sistem pengelolaan kearsipan yang dilaksanakan 
oleh organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan dalam implementasinya setiap hari melandaskan 
kegiatan-kegiatannya berdasarkan siklus hidup arsip yang telah diuraikan 
tersebut dalam rangka mewujudkan administrasi publik yang mampu 
memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna informasi arsip dan 
pegawai dan stakeholder lain secara internal dan eksternal organisasi. 
B. Basil Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian secara efektif 2 (dua) bulan yaitu 
Agustus dan September 2017. Periode bulan Agustus peneliti memfokuskan 
pada pengamatan untuk melihat keadaan yang berlangsung sesuai dengan 
realitasnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjadi baban validitas 
internal terbadap wawancara yang akan dilakukan nantinya pada bulan 
September 2017, sehingga apabila ada ketidaksesuaian dengan pernyataan dari 
informan akan bukti-bukti tambahan yang akan meminta penjelasan tambahan 
kepada informan. 
Penelitian ini berhasil menghubungi informan dari unsur pimpinan dari 
eselon II, III, IV dan staf pengelola arsip, serta meminta pendapat dari 3 (tiga) 
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orang anggota DPRD yang terlibat dengan aktivitas arsip. Adapun infonnan-
infonnan yang berhasil diwawancarai yaitu : 
1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan (Bapak Riduansyah, SE). 
2. Kepala Bagian Umum (Bapak Drs. Sigit Waluyo). 
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan (lbu Deli) 
4. Ketua Komisi II DPRD (Bapak Karsim AI Amrie, SE.M.Si.) 
5. Anggota DPRD Fraksi Golongan Karya (lbu Hj. Aluh Berlian, SE.M.Si.) 
6. Anggota DPRD (Bapak Riyanto, S.Sos). 
7. StafPengelola Pelayanan Arsip (lbu Herfianti) 
8. StafPengelola Arsip (lbu Norma Ratna Sari). 
Dengan demikian jumlah infonnan yang menjadi sumber data dalam 
penelitian ini betjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Kendala bertemu dengan infonnan menjadi sebab tersendiri, karena tugas-
tugas pimpinan dan anggota DPRD yang padat sehingga peneliti melihat 
waktu dan kondisi yang sekiranya wawancara dapat dilakukan secara santai 
dan tidak dalam keadaan yang kurang menyenangkan, hal inilah yang menjadi 
kunci keberhasilan dalam wawancara dalam penelitian ini. 
Hasil wawancara dengan infonnan berikut adalah untuk mengungkap 
pennasalahan yang menjadi fokus penelitian. 
1. Pelaksanaan Efektifitas Pemanfaatan Pengelolaan Arsip Pada 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
Pengelolaan arsip merupakan kegiatan rutinitas penting dalam 
berbagai aspek surat menyurat dan dokumen-dokumen untuk digunakan di 
berbagai kebutuhan. Sebagai sebuah organisasi publik yang selalu melalui 
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kaitan dengan stakeholder pernerintah rnaupun pengambilan keputusan 
internal organisasi keberadaan arsip sangat dibutuhkan dan harus tersedia 
dalam waktu yang tidak lama. 
Pengelolaan arsip pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
secara rutin merupakan jenis arsip dinamis yaitu arsip yang yang 
digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan 
dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Penciptaan Arsip 
Proses penciptaan arsip dapat diuraikan dalam 2 (dua) proses 
yaitu surat rnasuk dan surat keluar. Surat masuk untuk pertama kalinya 
dipusatkan di bagian urnum, setelah surat-surat rnasuk diterima 
dilakukan dengan buku kendali kemudian diidentifikasi maksud dan 
tujuannya. Untuk menjembatani rnaksud dan tujuan surat diarahkan 
kepada bagian-bagian yang dituju menggunakan lembar disposisi yang 
ditentukan oleh Sekretaris DPRD. Menurut penjelasan dari Ibu Norma 
Ratna Sari selaku staf yang menangani surat rnasuk dan keluar yaitu : 
"Surat masuk maupun keluar dicatat dibuku kendali setelah itu di 
disposisikan oleh kabag umum dan Sekwan, kemudian di 
distribusikan sesuai disposisi dari setwan setelah ditindaklanjuti 
diarsipkan sesuai dengan nomor urut dan kode surat''. 
(Surnber: Kutipan Wawancara, tanggal7 September2017). 
Dari penjelasan tersebut, surat yang masuk diterima, dicatat 
dalam buku kendali surat rnasuk, selanjutnya setelah didisposisi oleh 
Sekretaris digandakan, surat asli disimpan, dan salinan diberikan 
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kepada bagian atau komisi DPRD yang dituju dalam disposisi, 
sedangkan surat asli diarsipkan dengan memberi nomor dan kode surat 
untuk memudahkan dalam pencariannya. Dengan demikian surat asli 
diarsipan pada Bagian Umum, sedangkan salinan didistribusikan di 
bagian atau komisi. 
Untuk proses surat keluar prosesnya dimulai pada saat arsip 
terbentuk atau tercipta berawal dari unit-unit pencipta arsip yaitu 
bagian-bagian terkecil dari unit-unit yang ada di Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan, yaitu sub bagian-sub bagian menuju ke bagian, 
dan dari bagian ke bagian lain yang mempunyai fungsi pengumpul 
arsip yang dipusatkan. 
Berdasarkan basil wawancara dengan Kabag Umum Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan yaitu : 
" ... seluruh naskah/dokumen baik arsip dinamis maupun statis 
yang saya sebutkan tadi dari seluruh bagian-bagian yang ada di 
sekretariat DPRD ini harus ada yang mengelola arsip sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, kenapa demikian karena kearsipan 
harus dikelola satu pintu yang berada di bagian umum". (Surnber: 
Kutipan Wawancara, tanggal 7 September 2017). 
Dengan demikian pengelolaan arsip dilaksanakan melalui satu 
pintu pada bagian umum, artinya arsip-arsip berasal dari masing-
masing bagian yang membuat kemudian proses berikutnya diserahkan 
dan dikoordinasi dengan bagian urnurn untuk penomoran, 
pengklasifikasian, penggandaan, penyimpanan, dan pendistribusian 
serta pengadministrasiannya. Proses penciptaan arsip yang demikian 




pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam tata naskah dinas yang 
diterbitkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bulungan. 
Berdasarkan basil pengamatan yang dilakukan di Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan terhadap proses surat yang akan keluar 
menuju tujuan surat setelah melalui beberapa pemeriksan dan 
pengecekan yang meliputi : 
I) Penomoran Surat, yaitu memberikan nomor pada bagian atas 
surat sesuai klasifikasi bidang tugas, urutan terciptanya surat, 
bidangfsub bidang yang membuat, bulan dan tahun pembuatan 
surat, sesuai buku agenda surat keluar oleh staf administrasi surat 
menyurat di bagian umum. 
2) Memeriksa format surat yang meliputi kepala surat, badan surat, 
tanda tangan, tembusan dan redaksi yang kurang sempurna dari 
segi ejaan dan tulisan yang dilakukan oleh Kasubag umum dan 
kepegawaian. 
3) Menyampaikan draft surat kepada pimpinan untuk pengecekan 
redaksi secara keseluruhan untuk koreksi dan penyempurnaan isi 
surat. 
4) Meminta paraf kepada bagian yang menciptakan surat dan secara 
beljenjang untuk pertanggungjawaban dan pengendalian surat, 




5) Mem buat salinan arsip surat yang telah ditandangani sesuai 
kebutuhan penyimpanan dan menyerahkan salinan kepada 
pencipta surat dan disimpan di sub bagian umum dan 
kepegawaian, 
6) Mengklasifikasikan jenis surat sesuai kategori kepentingan surat 
untuk kebutuhan surat dimasa mendatang. 
Surat yang telah siap didistribusikan tentunya memerlukan 
pengamanan-pengamanan terhadap surat yang akan didistribusikan 
dan sura! yang akan disimpan. Menurut penjelasan Ibu Norma Ratna 
Sari yang merupakan salah staf yang mengurusi surat masuk dan 
keluar mengatakan : 
"rata-rata sura! yang akan keluar tergantung dari tingkatnya, jika 
menyangkut kerahasian atau penting biasanya diamplop tertutup 
diberikan kode rahasia dan harus sampai ke tangan yang 
bersangkutan. Tetapi untuk yang akan diarsipkan atau 
diadministrasikan supaya aman dan tidak hilang biasanya 
dimasukkan ke dalam Map Teka yang sudah dikhususkan dan 
disimpan selama satu tahun beJjalan di bagian umum" (Sumber : 
Kutipan Wawancara, tanggal 7 September 20 17). 
Pengamanan surat-surat yang akan diarsipkan untuk tahun 
berjalan biasanya disimpan dalam sebuah Map yang khusus 
menampung surat-surat tertentu yang dikumpulkan dan disusun 
menurut urutan peristiwa yang teljadi dan bersifat sementara selama 
satu tahun dan diberi label "sural lreluar'. Hasil observasi menjelaskan 
bahwa proses pencatatan surat-surat tersebut yang dilakukan masih 




Pencatatan arsip yang masih manual tersebut dijelaskan oleh 
Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan yaitu : 
" ... awalnya pengelolaan kearsipan secara secara manual 
dilakukan tetapi kedepannya akan menggunakan aplikasi untuk 
pengelolaan arsip akan kita kembangkan ...... jadi manual masih 
beljalan/digunakan dan aplikasi tentang pengelolaan arsip tetap 
kita pelajari dan akan dikembangkan atau diterapkan diinstansi 
karni". (Sumber: Kutipan wawancara tanggal5 September2017). 
Jadi saat ini proses pencatatan arsip masih dilakukan secara 
manual atau tradisional dan belum menggunakan aplikasi atau sistem 
kearsipan secara elektronik. Namun sesuai komitrnen dari pimpinan 
bahwa ke depan akan menerapkan sistem teknologi untuk menunjang 
pencatatan kearsipan. 
Doknmen-dokumen yang telah menjadi arsip pada umumnya di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan meliputi 2 (dua) jenis dinamis 
yaitu arsip aktif dan arsip inakti( Arsip aktif tercipta pada umumnya 
masih berlangsung pada tahun beljalan dan arsip-arsip yang tergolong 
penting seperti dokumen-dokumen laporan keuangan, bukti-bukti 
keuangan, kepegawaian, pengadaan barang, dan dokumen lain-lain 
yang terkait dengan keuangan yang masih belum dilakukan 
pemeriksaan oleh badan pengawas Kabupaten Bulungan, BPKP dan 
BPK, serta peraturan-peraturan daerah yang masih berlaku sampai 
dengan saat ini. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip-arsip yang 
kebutubannya sudah berkurang untuk difungsikan secara langsung 
namun masih dibutuhkan untuk mengaitkan keadaan atau data-data 
dan informasi pada masa lampau. Arsip inaktif berupa dokumen-
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dokumen kepegawaian, dokumen keuangan yang telah diperiksa, 
peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak berlaku, dokumen 
pengadaan, buku-buku peraturan lainnya yang sudah tidak digunakan, 
laporan-laporan yang sudah dipertanggungjawabkan, dan daftar-daftar 
lainnya yang sudah sangat jarang digunakan lagi. 
Menurut penjelasan Kasubag Kepegawaian dan Perlengkapan 
dalam hasil wawancara yaitu : 
"arsip yang masih dan belum diperiksa Inspektorat/BPKP/BPK 
itu biasanya dikategorikan sebagai arsip aktif, dan juga arsip-
arsip lain yang selalu berkaitan dengan pembuatan surat-surat 
yang lain, yang sudah tidak sering dipakai tetapi masih adalah 
kepentingan informasinya namun jarang dipakai akan mulai 
dikategorikan dalam arsip inaktif. Biasanya arsip inaktif setelah 
diklasifikasikan dan diarsipkan dalam folder map akan 
dipisahkan dan disimpan dalam pusat arsip (gedung arsip 
khusus)". (Sumber : Kutipan wawancara, tanggal 5 September 
2017). 
Dengan menyimak penjelasan diatas, dalam penciptaan arsip 
yang dihasilkan dari penerimaan surat masuk dan keluar, dan arsip-
arsip penting lainnya yang diproduksi oleh Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan setelah melalui proses pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran, kemudian disimpan menurut urutan kejadian untuk 
surat menyurat, untuk dokumen lain dikompilasi dan dijilid, diberi 
label pada bagian depan dan kemudian disimpan menurut jenis yang 
sama. Dalam proses pencatatan hanya dilakukan dalam bentuk 
rekapitulasi daftar arsip yang berisi uraian jenis arsip, judul arsip, 
tanggal arsip, dan catatan penting sebagai keterangan. Pengamanan 
arsip dalam folder-folder (map teka) yang kemudian diletakkan dalam 
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1emari arsip, rak arsip, filling kabinet, dan apabila memenuhi kapasitas 
penyimpanan di masing-masing ruangan maka dilakukan pemindaban 
di gudang arsip yang disusun serapi mungkin. 
Penjelasan tersebut senada dengan pemyataan yang diungkapkan 
staf yang menangani arsip ibu Herfianti yaitu : 
"Jika arsip beJja1an (dinamis) disimpan diruangan, jika arsip 
tahun la1u!lewat (inaktif/statis) disimpan digudang arsip" 
(Sumber: Kutipan Wawancara, tangga1 7 September 2017). 
Mela1ui pernyataan diatas, Sekretariat DPRD sudab mengelola 
pemberkasan dan penataan arsip yang cukup rapi khususnya untuk 
kenyamanan di ruang pelayanan, sehingga arsip-arsip tersebut tertata 
dan tersusun rapi, karena telah dilakukan pemisahan atau penyortiran 
arsip-arsip berdasarkan usia arsip itu sendiri. 
b. Penggunaan Arsip 
Arsip yang tersedia dan telah diadministrasikan dan disimpan 
da1am map dan filling cabinet suatu waktu per1u dibuka kern bali untuk 
memenuhi permintaan data dan informasi yang terkandung da1am 
arsip-arsip tertentu. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan mengamati 
proses ke1uar masuknya berkas yang telah disimpan khususnya di ruang 
pe1ayanan tempat arsip, arsip digunakan adalah berupa : 
I). Peraturan peraturan yang meliputi peraturan pemerintah, peraturan 
menteri, perda, perbup, sura! keputusan bupati. 
2). Rencana Strategi, LAKIP, RKA, DPA, Laporan-laporan. 
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3). Surat-surat masuk dari OPD, Surat-Surat keluar, 
Penggunaan-penggunaan arsip yang berada di gudang arsip 
umumnya sama seperti di pelayanan namun umur arsip dibawab 10 
tahun, dan diminta pada saat ada hal-hal penting terkait dengan 
pemeriksaan dan peminjaman oleh anggota DPRD serta penyelesaian 
suatu permasalaban. Kebutuhan arsip seringkali diminta dalam waktu 
yang cepat dan segera saat itu juga, sehingga petugas yang menangani 
arsip hams ekstra mencari arsip apalagi jika arsip tersimpan di gudang 
arsip. Proses penggunaa melalui peminjaman arsip diutarakan oleh ibu 
Norma Ratna Sari yang mengatakan :· 
"Dokumen yang dipinjam oleh pengguna hams dicatat dibuku 
peminjam dari jenis dokurnennya, tanggal peminjamannya, 
nama peminjanmya dan keperluannya" (Sumber: Kutipan 
wawancara, tanggal 7 September 20 17). 
Proses peminjaman pada umumnya diberikan dengan 
melakukan pencatatan dalam buku pinjaman yang telab disediakan. 
Namun untuk keamanan agar tidak hilang a tau tidak dikembalikan pada 
umumnya dilakukan penggandaan dokumen, sebagaimana diuraikan 
oleh Kasubag Kepegawaian dan Perlengkapan yaitu : 
':iika arsip dipinjam, agar tidak hilang dan nggak dikembalikan 
arsip tersebut dikopikan dengan tetap menyimpan arsip aslinya" 
(Sumber : Kutipan wawancara, tanggal 5 September 20 17). 
Pelayanan yang cepat juga menjadi prioritas pada bagian umum, 
terkadang pegawai atau anggota DPRD memerlukan arsip yang mau 
tidak mau harus segera dipenuhi karena pertimbangan-pertimbangan 
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khusus seperti pembuatan surat-surat rahasia, penyelenggaraan rapat-
rapat komisi dan pimpinan. Kebijakan peminjaman diberikan dengan 
secara lisan dan saling percaya antara peminjam dan yang memberi 
pinjaman seperti basil wawancara dengan Kasubag Kepegawaian dan 
Perlengkapan berikut : 
" ... ada juga anggota dewan dan pimpinan yang butuh secara 
cepilt arsip yang dibutuhkan misal rapat komisi, pembuatan 
laporan dan lain-lainnya yang sangat segera, kebijakan yang 
diberikan tetap menulis dalam buku pinjaman tetapi tidak difoto 
copy. Iya itu sistemnya saling percaya saja dan selama ini tidak 
pernah ada kasus yang hilang, karena mereka sadar akan 
pentingnya arsip tersebut" (Sumber : Kutipan Wawancara, 
tanggal 5 September 20 17) 
Dalam penggunaan arsip yang tidak kalah pentingnya adalah 
menemukan atau mencari kembali arsip di dalam media 
penyimpanan. Penjelasan tersebut diuraikan dalam kutipan 
wawancara dengan lbu Herfianti yaitu : 
"Kalau mencari arsip itu membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk mencarinya. ltu ditelusuri dengan earn melihat di buku 
register saat dicatat, tanggal berapa, nomor berapa, bidang 
tugasnya barn dicari dalam filling cabinet, mencari dokumennya 
dengan membuka satu persatu oleh I orang petugas, karena 
terkadang tidak sesuai urutan lagi dan pengembaliannya asal 
taruh aja. Tapi ketemu nantinya .. ". (Sumber : Kutipan 
Wawancara, tanggal7 September 2017). 
Proses peminjaman arsip membutuhkan waktu sedikit lama 
karena petugas harus menemukan arsip yang ingin dipinjam. Proses 
penemuan kembali arsip yang telah disimpan di gudang penyimpanan 
dan ruang pelayanan dilakukan dengan melihat kode klasifikasi arsip 
kemudian mencari tanggal arsip dan waktu yang diperlukan dan untuk 
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menemukan kembali arsip yang telah disimpan. Sedangkan untuk 
arsip inaktif dicari dengan menggunakan label yang tersedia pada box 
arsip, melihat pada arsip sesuai dengan nomor. 
Dari penjelasan diatas, proses pencarian arsip masih dilakukan 
dengan cara manual yaitu : 
1) Penelusuran arsip menggunakan buku register yang 
membutuhkan ketelitian dan pencermatan yang memerlukan 
waktu. 
2) Pengembalian arsip di ruang peny1mpanan ditangani oleh 1 
orang .. 
3) Panduan mencari dan mengembalikan arsip disediakan per 
bagianlkomisi yang setiap pegawai bisa mencari dan 
mengembalikan sendiri ke tempat semula. 
c. Pemeliharaan Arsip 
Pemeliharaan arsip dilakukan untuk menjaga orisinalitas dan 
keutuhan arsip agar kandungan data dan informasinya tidak hilang, 
khususnya arsip-arsip aktif, begitu pun ha1nya dengan inaktif yang 
usianya masih memungkinkan untuk dijaga. Arsip yang dominan 
keasliannya disentralkan di bagian umum, sedangkan pada bagian-
bagian atau komisi-komisi adalah salinan. Sehingga fokus 
pemeliharaan arsip di bagian umum saja. Kegiatan pemeliharaan arsip 
sebenarnya dilakukan pada saat arsip telah disimpan di filling cabinet 
atau telah dipindahkan ke gudang arsip. Pemeliharaan arsip 
dilaksanakan oleh petugas yang ada di bagian umum sedangkan arsip 
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di masing-masing bagian/komisi hanya diberikan bahan untuk 
menjaga agar arsip tidak cepat rnsak. Beberapa gangguan-gangguan 
yang mungkin teljadi di Sekretariat DPRD sehingga pemeliharaan 
hams dilakukan yaitu : 
I) Binatang rayap yang dapat memusnahkan sebagian atau seluruh 
arsip khususnya yang berwujud kertas-kertas. 
2) Kelembaban rnangan yang dapat mernsak tulisan dan kertas, 
3) Gangguan tikus yang mernsak keutuhan arsip, 
Berdasarkan basil wawancara dengan Ibu Herfianti, yang 
menjelaskan dalam kutipan wawancara berilmt : 
"kertas-kertas surat yang sudah jadi arsip dan hampir 
semuanya berbahan kertas jadi cepat hancur kalau tidak diberi 
perlakuan khusus. Masing-masing lemari arsip atau filling 
cabinet ditaruh kapur barns, atau anti rayap dan sejenisnya, 
kalau fogging belum pernah dilakukan, kalau dibersihkan pas 
hari-hari longgar misalnya hari jumat itu pun tidak rutin" 
(Sumber : Kutipan Wawancara, tanggal 5 September 2017). 
Berdasarkan informasi diatas dapat diperoleh data mengenai 
pemeliharaan arsip bahwa pemeliharaan arsip dinamis aktif dan 
inaktif pada masing-masing bagian menggunakan kapur barns pada 
filing cabinet atau lemari arsip. Pembersihan arsip juga· dibersihkan 
dari debu yang dilakukan sewaktu-waktu. 
Berdasarkan basil pengamatan, pada ruangan tempat 
penyimpanan arsip belum tersedia alat pemadam kebakaran seperti 
tabung gas pemadam kebakaran maupun hydrant. Pemeliharaan arsip 
dinamis dari kehilangan juga belum dilaksanakan secara maksimal 
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karena semua arsip dinamis belum dilakukan dokumentasi dengan 
komputer. Pemeliharaana arsip dinamis dari kehilangan juga sangat 
berhubungan dengan peminjaman arsip. 
Pemeliharaan juga mengantisipasi arsip tidak hilang dicuri 
atau diambil oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa arsip yang disimpan 
di lemari arsip dan gudang arsip setiap pulang kelja selalu dikunci dan 
dipegang oleh pegawai yang diberi tugas tersebut. Namun pada jam-
jam kelja meskipun ditangani oleh pegawai tertentu terkadang masih 
ada pegawai yang mengambil atau mengembalikan arsip tanpa 
sepengetahuan pegawai tersebut. Tetapi ada juga yang 
mengembalikan arsip yang dipinjam dengan hanya melaporkan saja 
kepada petugas tetapi yang pengembalian arsipnya tidak lagi 
berdasarkan urutan-urutannya. 
Menurut Kasubag Kepegawaian dan Perlengkapan yang 
menjelaskan tentang pemeliharaan arsip di lingkup tugasnya yaitu : 
"Pemeliharaan arsip itu penting dilakukan intinya itu, ada 
petugas yang setiap bulan merapikan, tapi namanya arsip aktif 
itu pasti sering dipinjam-pinjam makanya ya kadang-kadang 
nggak urut lagi. Untuk setiap akhir tahun anggaran arsip-arsip 
yang berada di Iemari arsip, filling cabinet selalu disusun 
ulang untuk kebutuhan tahun depannya" (Sumber : Kutipan 
Wawancara, tanggal5 September2017) 
Dengan demikian secara periodik keberadaan arsip di media-
media penyimpanan arsip khususnya arsip aktif selalu dirapikan dan 
disusun sesuai urutannya kembali untuk menghindari kehilangan arsip 
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dan mempermudah pencarian arsip-arsip o1eh pihak-pihak tertentu. 
Upaya meme1ihara arsip agar teijaga dengan baik di1aksanakan secara 
bulanan namun hanya sebatas menyusun ulang namun tidak dilakukan 
pengecekan-pengecekan terhadap jenis arsip, kepentingan arsip dan 
lain sebagainya oleh tenaga yang menangani. 
d. Penyusutan Arsip 
Arsip akan mengalami siklus dalam masa penggunaan, apabila 
arsip yang sudah berkurang pemanfaatannya akan berkurang seiring 
dengan bertambahnya usia arsip. Terdapat sifat-sifat arsip yang 
menurut intensitas manfaat yang diberikan, seperti arsip aktif, tentu 
sl\ia dipertahankan keberadaannya dan dipelihara dengan baik. Arsip 
inaktif juga demikian akan dipertahankan jika statusnya meskipun 
tidak seperti arsip aktif. Setiap tahun akan ada arsip yang disortir 
menurut tingkat manfaat yang diberikan. Arsip akan diturunkan 
statusnya ke level dibawah arsip aktif dan dipindahkan ke tern pat lain 
yang hanya waktu-waktu tertentu diperlukannya arsip tersebut namun 
tetap bisa ditemukan dengan cepat dan mudah. Begitu juga jika arsip 
inaktif telah bertambah usianya misalnya 2 tahun, maka akan digeser 
posisi penyimpanannya ke bagian yang lebih dalam. Da1am 
penjelasan yang diungkapkan oleh Ibu Herfianti mengenai penyusutan 
arsip dalam kutipan wawancara berikut : 
"arsip aktif akan tetap disimpan di ruang pe1ayanan khususnya 
di bagian urn urn, tetapi yang sudah nggak aktif (inaktif) akan 
dipindahkan secara bertahap menurut tingkat kemanfaatannya, 
jika sering digunakan maka kita golongan aktif, jika semakin 
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berk:urang maka dipindahkan.ke gudang arsip" (Sumber 
Kutipan wawancara, tanggal 5 September 20 17). 
Pemindahan arsip seperti diatas untuk menghindari 
penumpukan arsip yang tidak terpakai lagi diadakan penyusutan arsip. 
Penyusutan arsip yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan dilakukan dengan melihat nilai manfaat dari arsip tersebut. 
Jadi tergantung dari insting atau berdasarkan penilaian dari petugas 
yang setiap hari berkecimpung dengan arsip. Sehingga pertugas 
tersebut yang tahun persis mana yang sering diminta, digunakan, 
dicari selama I tahun anggaran. Begitu juga dengan penyusutan di 
gudang arsip tidak memiliki pedoman berupa jadwal untuk 
penyusutan sampai dengan pemusnahan arsip. 
Menurut penjelasan Kasubag Kepegawaian dan Perlengkapan 
dalam kutipan wawancara berikut : 
"Penyusutan arsip dinamis aktif ke arsip dinamis inaktif 
dilakukan satu tahun sekali. Arsip dinamis yang sudah 
disimpan selam 2 tahun, kemudian disusutkan menjadi arsip 
dinamis inaktif. Arsip dinamis inaktif dibuat daftar pencarian 
arsip, agar jika arsip dinamis inaktif masih diperlukan dapat 
dicari menggunakan daftar pencarian arsip. 
Arsip-arsip yang berada di gudang yang menurut manfaatnya 
sudah tidak ada lagi, maka akan dilakukan pengepakan untuk 
disingkirkan dari rak-rak arsip, filling cabinet dan lemari arsip yang 
tersedia untuk menghindari penumpukan berkas, namun masih berada 
di gudang arsip, namun untuk pelacakan arsip-arsip yang telah 
disusutkan tetap dikendalikan dengan suatu daftar pencarian arsip. 
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Pemusnahan dilakukan untuk membuang arsip yang tidak 
terpakai lagi. Pemusnahan yang dilakukan di Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan sebagaimana dijelaskan oleh Kasubag 
Kepegawaian dan Perlengkapan yaitu : 
" .... kalo penyusutan arsip biasa dimusnahkan setiap 5 tahun 
sekali seperti surat menyurat dan tetapi kalau seperti Perda, 
Peraturan-peraturan dimusnahkan untuk setiap 10-15 tahun 
tergantung penilaian dari tim yang ditetapkan" (Sumber: 
Kutipan Wawancara tangga\7 September2017). 
Sebagian arsip ada yang disortir lagi untuk dipilih yang masih 
berguna untuk arsip dan yang sudah tidak berguna akan dipindahkan 
ditempat lain. Pemindahan tersebut sudah berdasarkan jadwal retensi 
yang merupakan suatu daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa 
jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Apabila 
dalam waktu kurang dari satu tahun arsip yang ada sudah banyak, 
maka akan dilakukan pemindahan arsip karena terbatasnya tempat 
penyimpanan arsip. Pemusnahan arsip juga memerlukan persetujuan 
dari pimpinan dengan menyampaikan daftar arsip inaktif yang akan 
dimusnahkan dengan cara dibakar. 
2. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Kearsipan Pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan 
Sistem pengelolaan arsip yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan secara umum telah beijalan dengan bailc, 
karena arsip merupakan prioritas penting dalam memberikan pelayanan 
kepada anggota DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan 
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oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan dalam kutipan wawancara 
berikut: 
"Pengelolaan kearsipan diintemal organisasi merupakan salah satu 
prioritas .... apalagi kita ketahui institusi yang kami tangani 
berhubungan dengan Dewan dimana masalah kearsipan yang 
dikelola terbagi dua antara Dewan dan Sekretariat DPRD. Disitu 
urgensinya sangat penting untuk menyimpan bahan-bahan 
administrasi dalam bentuk arsip yang rapi dengan kata lain 
kesuksesan pekerjaan kita dimasa lalu, masa sekarang, maupun 
masa yang akan datang itu tergantung bagaimana kesiapan kita 
menyiapkan arsip sedemikian rupa". (Sumber : Kutipan 
Wawancara tanggal 5 September 2017). 
Namun terdapat beberapa kendala-kendala yang masih 
mengganggu pelaksanaannya. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 
pemakai arsip dari komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Bu1ungan 
dan tenaga arsiparis yang mengurus pengelolaan arsip menyebutkan secara 
bersamaan pendapatnya bahwa masih adanya kekurangan dalam 
pengelolaan arsip yang disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang 
menyebabkannya seperti : 
a. Sumber Daya Aparatur Bidang Kearsipan 
Jumlah aparatur yang menangani arsip-arsip di sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan sebanyak 4 (empat) orang yang terbagi di 3 (tiga) 
bidang, sementara di pusat pengelolaan arsip pada bagian umum ada 2 
( dua) orang. Sementara di tern pat penyimpanan (gudang) tidak ada 
pengelola arsip. Jumlah tersebut kurang sebanding, yaitu pada saat 
bersamaan menerima, mencatat, mengklasifikasikan, 
mengadministrasikan, menyimpan berkas, mencari berkas, dilakukan 
oleh satu orang yang juga merangkap jabatan dengan pekerjaan yang 
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Jain. Dijelaskan oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan yaitu : 
"Tidak ada petugas khusus yang mengelola kearsipan karena 
terbatasnya tenaga sehingga pengelolaan arsip ini harus 
dikeJjakan oleh petugas khusus kearsipan masih sebagai keJja 
sambilan" (Sumber : Kutipan Wawancara, tanggal 7 September 
2017). 
Jumlab tenaga yang terbatas menyebabkan tidak tersedianya 
tenaga arsiparis, sedangkan yang mengurusi arsip adalab pegawai yang 
kurang memabami masalah arsip karena keabliannya bukan di 
kearsipan.Dalam basil wawancara kendala pengelolaan arsip dinamis 
yaitu melakukan pembinaan atau bimbingan teknis cara mengelola 
arsip dinamis yang baik. Jika ada kegiatan diklat pegawainya mengikuti 
kegiatan diklat tersebut. 
Kendala yang dijelaskan juga diperkuat oleh pernyataan salah 
satu Ketua Komisi II (Bapak Karsim AI Amrie) yang mengungkapkan 
dalam basil wawancara berikut : 
"Pengelolaan arsip pada Kantor Sekretariat DPRD belum dapat 
dikatakan telah dikelola oleh seorang tenaga arsiparis, karana 
tenaga yang ada menurut hemal saya belum mendapatkan 
pendidikan formal dan atau pelatihan khusus tentang arsip" 
(Sumber : Kutipan Wawancara, tanggal 18 September 20 17). 
Kualitas sumber daya manusia yang mengelola arsip saat ini 
menjadi salah satu sebab terjadinya kendala pengelolaan tersebut tidak 
berjalan dengan harapan pengguna arsip, salah satu lemabnya kualitas 
SDM atau tenaga arsiparis tersebut belum diberikan pelatihan khusus 
mengenai arsip namun hanya mengikuti araban atau peninggalan-
peninggalan dari pendahulunya. 
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b. Sarana dan Prasarana Kearsipan 
Sarana dan prasarana kearsipan yang digunakan dalam 
pengelolaan kearsipan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sudah 
memadai. Dari basil observasi yang dilakukan terhadap ketersediaan 
sarana dan prasarana telah memiliki lemari arsip dan filling cabinet 
yang menampung dan menyimpan arsip di masing-masing bagian di 
gudang arsip. Begitu juga untuk menunjang kenyamanan dalam 
penemuan dan pemeliharaan arsip di gudang arsip telah dilengkapi 
dengan pendingin ruangan. Menurut penjelasan yang disarnpaikan oleh 
Kepala Bagian Urn urn dalam kutipan wawancara yaitu : 
"Saat ini kami sudah mempunyai ruang arsip dengan sarana dan 
prasarana yang tentunya ada untuk mengakomodir semua arsip-
arsip yang ada di sekretariat ini". (Sumber : Kutipan wawancara, 
tangga17 September2017). 
Saat ini gudang penyimpanan telah berfungsi untuk menyimpan 
arsip-arsip aktif dan inaktif yang telah menurun penggunaannya di 
masing-masing bagian. Setiap tahun akan ada penambahan arsip-arsip 
barn dan akan dialihkannya arsip lain ke tempat lain seperti rak, lemari 
yang masih dapat menampung berkas, tetapi itu semua belum mampu 
menampung bertambahnya berkas setiap tahunnya khususnya di ruang 
pelayanan dan masing-masing bagian. 
Meskipun sarana utama gudang terpenuhi namun sarana 
penuqjang di dalamnya seperti lemari arsip meskipun telah tersedia 
namun memenuhi standar kebutuhan, hal ini dijelaskan oleh Kasubag 
Kepegawaian dan Perlengkapan dalam kutipan wawancara berikut : 
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"sarana gudang telah tersedia dan memadai tetapi Iemari arsip 
belum sesuai standar kearsipan" (Sumber : Kutipan Wawancara, 
tanggal 5 September 2017). 
Meskipun gudang tersedia namun kendala lemari arsip yang 
ukurannya tidak mampu menampung arsip-arsip tertentu tidak 
memenuhi syarat untuk menyimpan arsip dan mengakibatkan 
tercecemya arsip di gudang atau di ruangan-ruangan. 
c. Pendanaan Pengelolaan Kearsipan 
Menurut penjelasan tersebut, bahwa pengelolaan kearsipan di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan secara umum masih minim, 
sebagaimana diungkapkan oleh Kabag Umum dalam kutipan berikut : 
"Ya .... Saya bicara dulu tentang masalah ketersedian anggaran 
yang masih minin, masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum 
terakomodir seperti masalah belum tersedianya insentif untuk 
petugas kearsipan karena memang Arsip itu sendiri harus dikelola 
oleh orang dan orang itu harus dibayar sehingga nanti 
pengelolaan arsip bisa Iebih baik. Kendala yang lain mungkin 
karena anggarannya belum teralokasi untuk khusus ruang arsip 
dan perlengkapannya makanya hanya masuk dalam pemeliharaan 
saja". (Sumber: Kutipan wawancara, tanggal 7 September 2017). 
Membaca penjelasan tersebut, bahwa pendanaan pengelolaan 
kearsipan belum memadai untuk membiayai honorarium petugas 
pengelola arsip, pengadaan aplikasi elektronik kearsipan, dan kegiatan-
kegiatan lain untuk peningkatan fasilitas ruang penyimpanan arsip yang 
telah ada, sehingga dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip 
yang lebih baik. 
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Berdasarkan data yang diperoleh mengenai alokasi untuk 
pengalokasian pengelolaan kearsipan dalam DPA selama knrnn waktu 
2 (dua) tahun dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tabel 4.4. Alokasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Pada 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
Uraian 
Jumlah (Rp ). 
2015 2016 2017 
Bahan dan Alat Kebersihan 3.244.000 1.794.000 1.196.000 
Racun Serangga 2.244.000 1.044.000 696.000 
KapurBarus 980.000 750.000 500.000 




Lemari Arsip 14.000.000 
- -
Filling Cabinet 35.000.000 - -
Pengadaan ATK Untuk 6.493.500 35.733.250 2.753.250 
Peneelolaan Kearsipan 
Folder Arsip - 9.000.000 -
SekatArsip 
- 22.200.000 -
BoxArsip - 900.000 -
BukuAgenda 300.000 167.250 167.250 
Map Teka Folio 1.793.500 1.266.000 1.266.000 
Kartu Kendali Surat Masuk!Keluar 4.400.000 2.200.000 1.320.000 
Pelatihan dan Sosialisasi 119.500.000 - -
Kearsipan 
Honorarium Pengelolaan Kearsipan 74.300.000 - -
Honorarium Instruktur/Nara Sumber 45.200.000 - -
Total 178.217.500 48.027.250 3.949.250 
Sumber: Data Sekunder, diO!ah, 2017. 
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Berdasarkan data anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan 
kearsipan yang terealisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
selama 3 (tiga) tahun terakhir, membuktikan bahwa penyediaan 
anggaran untuk tahun 2015 besarnya adalah Rp. 178.217.500,00 yang 
artinya dapat dikatakan baik dan memadai untuk menunjang 
pelaksanaan pengelolaan kearsipan. Pada tahun 2015 alokasi untuk 
biaya pemeliharaan, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, dan 
tunjangan petugas kearsipan tersedia sesuai kebutuhan. Alokasi 
anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 48.027.250,00 artinya terjadi 
penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 dengan persentase 73,05 
%. Pada tahun tersebut semua kebutuhan pengelolaan kearsipan pada 
pos bahan dan alat kebersihan, dan pengadaan sarana kearsipan turun, 
namun untuk pengadaan alat tulis mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pendanaan pelatihan dan 
tunjangan tenaga arsiparis sudah tidak tersedia lagi. Penyebab turunnya 
dana tersebut khususnya pada tunjangan arsiparis disebabkan tidak 
diperkenankannya lagi tenaga arsiparis menerima honorarium atau 
tunjangan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Pada satu sisi yang 
lain upaya untuk mengelola arsip sudah diupayakan untuk memperbaiki 
sistem penyimpanannya dengan penataan ke dalam folder-folder dan 
file-file yang lebih rapi. 
Untuk alokasi anggaran tahun 2017, besarnnya yaitu hanya Rp. 
3.949.250,00 atau mengalami penurunan sehesar 91,78% dibandingkan 
dengan tahun 20 16. Minimnya anggaran untuk tahun 20 17 terse but 
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teijadi pada di semua lini baik penyediaan bahan, penyediaan sarana 
kearsipan, penyediaan alat tulis, dan penyediaan tunjangan dan 
peningkatan tenaga arsiparis. 
Berdasarkan kondisi anggaran tersebut sesuai dengan kondisi 
keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan khususnya untuk tahun 
2017 yang turun cukup jauh dalam APBD, sehingga memaksa OPD 
untuk memangkas atau merasionalisasi kembali anggarannya dan 
difokuskan pada hal-hal yang menunjang pelaksanaan anggota DPRD 
Kabupaten Bulungan dan operasional inti dari Sekretariat DPRD 
sendiri. 
d. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kearsipan. 
Pelaksanaan sebuah sistem pengelolaan kearsipan agar jelas dan 
sesuai dengan ketentuan yang ada memerlukan sebuah mekanisme 
keija, sehingga dapat diketahui proses, persyaratan dan waktu yang 
dibutuhkan sampai dengan selesai sebuah proses. Pengelolaan 
kearsipan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan menurut observasi 
yang dilakukan menunjukkan tidak tersedianya mekanisme keija yang 
terpampang di bagian pelayanan tempat berlangsungnya kegiatan 
administrasi surat masuk dan keluar. Bahkan dalam sebuah regulasi 
sekalipun belum ada sebuah yang mengatur tentang mekanisme kerja 
tentang sistem pengelolaan kearsipan tersebut. Realitas tentang kendala 
tidak tersedianya prosedur dan persyaratan peminjaman arsip juga 
diungkapkan oleh Bapak Karsim AI Amrie yang mengungkapkan : 
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"Arsip yang akan digunakan oleh bagianlbidang yang ada pada 
internal organisasi harus melampirkan terlebih dahulu arsip yang 
diperlukan kepada pengelola arsip atau yang menangani arsip 
dengan mengisi formulir yang disediakan" (Somber : Kutipan 
Wawancara tanggal 18 September 2017) 
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa proses peminjaman arsip 
belum seharusnya melampirkan permintaan dari bagian atau bidang 
sesuai kebutuhannya dan mengisi formulir. Hasil pengamatan yang 
dilakukan tidak tersedia blangko atau formulir peminjaman dan tidak 
ada terpampang dalam meja pelayanan persyaratan atau prosedur kerja 
pelayanan kearsipan tersebut. 
Hasil tersebut setelah dikonfirmasi dalam wawancara dengan 
Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan yaitu : 
"ldealnya seperti itu, tapi kita belum ketingkat ideal tetapi masih 
dalam proses. Sasaran yang akan kami tuju setiap sub bagian itu 
ada SOP nya, seperti yang saya katakan kami masih tahap-tahap 
koordinasi dan konsultasi atau pembelajaran tentang pengelolaan 
kearsipan, tetapi penyiapan sampai SOP yang fmal akan kita 
laksanakan". (Somber : Kutipan Wawancara tanggal 5 September 
2017). 
Menurut penjelasan diatas SOP atau Standar Operasional 
Prosedur khususnya sistem pengelolaan kearsipan baik proses dari 
bagian-bagian dan terkait pelaksanaan penciptaan, penggunaan, 
penyimpanan, pemeliharaan dan penyusutan belum ada dan idealnya 
harus dimiliki oleh setiap organisasi. 
Hal tersebut tentunya akan menghambat pelayanan dan birokrasi 
pada saat arsip dicari kembali dan peminjaman arsip dilaksanakan 
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dengan kurang tanggung jawab baik petugas atau peminjam arsip 
tersebut. 
e. Sistem Pengelolaan Kearsipan. 
Sistem pengelolaan kearsipan yang digunakan di Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan telah tersiklus dengan baik meskipun di 
dalam bagian dari siklus tersebut masih ada yang belum sepenuhnya 
memudahkan dalam mencari kembali arsip yang dibutuhkan. 
Pengelolaan penciptaan arsip meskipun telah diresgister dalam buku 
surat masuk dan sura! keluar namun penataan dan pengklasifikasiannya 
pada saat disimpan dalam folder belum menggunakan tala arsip yang 
sistematis. Kendala ini mengakibatkan pencarian dan pengembalian 
arsip yang telah disusun berdasarkan nomor, jenis dokumen, wama 
folder dan lain-lain yang menutUukkan identitas arsip tidak 
dilaksanakan berdasarkan hal itu dan membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk menemukan kembali. Hasil wawancara dengan Anggota 
DPRD Bapak Riyanto selaku pengguna arsip internal yang mengatakan 
yaitu: 
"Pencarian arsip untuk kepentingan internal masih sangat 
susah!sulit dilakukan apalagi untuk kepentingan eksternal karena 
belum ditangani secara khusus baik dalam ruangan tersendiri 
maupun SDM yang menangani". (Sumber : Kutipan Wawancara, 
tanggal 19 September 2017). 
Relatif sulitnya mencari atau menemukan arsip kembali oleh 
petugas disebabkan kurangnya penataan arsip di gudang arsip. 
Berdasarkan hasil observasi nampak bahwa arsip yang dikembalikan 
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akan tidak sesuai dengan klasifikasi arsip dan mengakibatkan risiko 
hilangnya arsip yang tinggi dan tidak sesuai dengan posisi. 
Ditambahkan lagi menurut dari salah satu anggota DPRD Kabupaten 
Bulungan Bapak Riyanto yang menjelaskan dalam kutipan wawancara 
berikut: 
"begitu juga dalam hal penataan tidak dicampur adukkan pada 
arsip yang berbeda dalam penyimpanan serta diberikan tanda 
khusus sehingga memudahkan pada pencarian arsip ketika 
dibutuhkan, untuk ahli media belum ada". (Sumber : Kutipan 
wawancara, tanggall9 September2017). 
Penggnnaan arsip meskipun telah menggunakan mekanisme 
peminjaman yang sudah baik karena menggunakan buku peminjaman 
tetapi belum mampu menjamin arsip dikembalikan karena sistem 
kepercayaan dan tidakjaminan dari peminjaman tersebut. 
f. Teknologi lnformasi 
Meskipun pencatatan administrasi surat keluar dan masuk, 
pengklasifikasian, pendistribusian, penyimpanan menggunakan cara 
dengan menulis dalam buku-buku kendali pengelolaan arsip di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan masih bisa dijalankan dengan 
baik, namun dalam pelaksanaannya akan ada kendala dalam penemuan 
kembali dan penyimpanan arsip serta pada saat penghapusan juga akan 
relatif lama, karena sistem yang digunakan masih manual dan belum 
menggunakan bantuan aplikasi teknologi informasi seperti e-arsip, dan 
lain sebagainya. Menurut penjelasan dari Ibu Aluh Berlian yang juga 
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salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan dalam kutipan 
wawancara yaitu : 
"kesulitan tata kelola arsip di dalam sini, adalah masih manual 
prosesnya, meskipun gudang dan lemari ada, tetapi belum 
membantu secara cepat karena tidak tersedianya perangkat 
aplikasi elektronik kearsipan untuk menunjang kegiatan 
tersebut''. (Sumber : Kutipan Wawancara, tanggal 20 September 
2017). 
Pemanfaatan bantuan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
menunjang pengelolaan kearsipan telah diupayakan sampai saat ini 
oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, dengan melakukan 
pembelajaran ke daerah-daerah lain agar ke depan dapat meningkatkan 
pelayanan kearsipan. 
g. Manajemen di Kearsipan 
Pengelolaan kearsipan dengan siklus-siklus hidup arsip menjadi 
tolok ukur dalam menciptakan sistem yang lebih baik di internal 
organisasi. Namun meskipun sumber daya telah cukup memadai tetapi 
jika proses manajemen belum kurang diterapkan seperti perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan akan tidak berdampak 
terhadap kineija output yang dihasilkan dalam meningkatkan kineija 
kearsipan. 
Kearsipan meskipun menjadi perhatian di Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan karena melayani kebutuhan internal dan eksternal 
organisasinya, tetapi belum seratus persen proses manl\iemen 
dilaksanakan dalam hal kearsipan. Menurut observasi dan penelaahan 
peneliti terhadap perencanaan ketersediaan anggaran di RKA belum 
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mengalokasikan program dan kegiatan yang secara spesiflk untuk 
pengembangan sumber daya baik manusia, metode keija, sarana, dan 
pelayanan arsip yang masif. Perencanaan penting untuk melihat 
kebutuhan personil yang belum menguasai arsip, disebabkan teJjadinya 
mutasi pegawai ke instansi lain, sehingga perlu adanya pengkaderan. 
Hal ini menjadi sebab kualitas aparatur kurang dalam bidang kearsipan 
disebabkan kurang diklat-diklat tekuis masalah kearsipan. 
Pada proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan 
selama ini juga masih lemah dan kurang optimal, sehingga berdampak 
pada susunan arsip masih ada tumpukan khususnya di gudang arsip. 
Hal ini dijelaskan oleh Bapak Riyanto dalam kutipan wawancara 
berikut: 
"pengawasan atau pengendalian dengan cara pemeliharaan 
tempat, mengkoreksi arsip, dan memonitor penataan arsip dalam 
penyimpanan, tetapi untuk saat ini pengawasan pengelolaan arsip 
kurang mendapat perhatian yang lebih serius". (Sumber: Kutipan 
Wawancara, tanggal 19 September 2017. 
Berdasarkan pendapat tersebut, pengawasan dan pengendalian 
pengelolaan arsip sering kurang mendapat perhatian yang serius. 
Pengawasan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi dalam kearsipan, misalnya pengawasan 
terhadap kineJja staf; melihat proses pengelolaan arsip baik di meja 
pelayanan maupun di gudang arsip. Disamping itu juga pengawasan 
pimpinan yang kurang terhadap pelaksanaan kearsipan ikut 




1. Pelaksanaan Efektifitas Pemanfaatan Pengelolaan Arsip di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungau 
Kearsipan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan secara umum berdasarkan pada siklus hidup arsip karena proses 
awal dan berakhimya suatu arsip mengikuti pola-pola tertentu. Dalam 
pengelolaan kearsipan yang dilaksanakan masih menganut pola yang 
sederhana dan dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik. 
Kesederhanaan tersebut diimplementasikan dalam seluruh siklus 
pengelolaan kearsipan yang tidak terlalu rumit dalam pencatatan, 
pengklasiflkasikaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan 
penyusutan arsip. 
a. Penciptaan Arsip 
Penciptaan arsip melalui penerimaan dan pengeluaran surat. 
Penciptaan arsip dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dalam 
pengelolaannya yang meliputi penomoran, pengklasiflkasiannya, 
penyimpanan dan pendistribusiannya. Surat-surat yang masuk akan 
menjadi arsip utama yang dikelola oleh seorang tenaga arsiparis yang 
diberi tugas menata arsip di bagian pelayanan. 
Media pencatan surat masuk dan keluar menggunakan buku 
kendali yang berfungsi meregister surat yang masuk dan keluar yang 
memuat nomor surat, tanggal, perihal dan tujuan surat. Secara khusus 
pada surat masuk akan didistribusikan kepada bagian-bagian setelah 
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mendapat disposisi dari Sekretaris DPRD setelah diperiksa oleh Kabag 
Umum. 
Penyimpanan surat masuk dan keluar menganut prinsip keaslian 
dokumen yaitu surat-surat yang didistribusikan ke bagian internal dan 
keluar organisasi harus dalam bentuk salinau sedangkan surat asli 
disimpan di dalam folder penyimpanan menurut kronologis terciptanya 
arsip dengan surat. Sedangkau surat-surat yang menyangkut kerahasian 
akan dipisahkan tersendiri dalam suatu folder penyimpanan agar 
penemuaunya lebih mudah. Folder yang terbentuk dari kumpulan surat, 
laporan, peraturan, diberi label pada bagian depan sesuai pokok atau 
pentingnya. Penyimpanan dengan menggunakau lemari, filling cabinet, 
dan rak berkas. 
Berdasarkan proses penciptaan arsip yang dilakukau di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan masih menggunakan sistem 
sederhana dan manual yang hanya melakukau pencatatan biasa 
sebagaimana lazimnya, namun pengklasifikasiaunya belum 
berdasarkan pada bidang tugas seperti hukum, keuangan, pemerintahan, 
kepegawaian, umum dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di 
Lingkuugan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Penataan arsip saat 
penyimpanan meskipun telah menggunakan perlengkapan yang 
memadai namun belum memisahkan jenis-jenis arsip menurut nomor, 
kode, warna, dan identitas lainnya untuk memudahkan penyimpanan 
dan penggunaan arsip kembali, khususnya pada saat dibutuhkan. 
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Proses penciptaan arsip yang dibentuk dari surat masuk dan 
keluar setelah menjadi arsip aktif dan dilakukan penyimpanan belnm 
menganut prinsip efektif dan efisien dalam penyimpanannya di lemari 
arsip dan filling cabinet yang kemungkinan besar sulit dilakukan secara 
cepat pencariannya diakibatkan surat -surat dan doknmen terse but 
tertnmpuk dengan surat yang lain dan berdampak waktu pencarian 
berkas yang lama. 
b. Penggunaan Arsip 
Arsip yang sudah tersimpan di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan dan disentralkan di Bagian Umnm meliputi arsip aktif dan 
inaktif. Arsip aktif pada umumnya berada di ruang pelayanan arsip, 
sedangkan inaktif umumnya telah dipisahkan di gudang arsip. 
Penggunaan arsip merupakan salah satu bentuk layanan yang 
diberikan bagian umum kepada pegawai dan anggota DPRD di 
lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dengan sistem 
peminjaman beljangka waktu pendek. Peminjaman diperkenankan 
dengan beberapa persyaratan yang ditetapkan tidak dalam sebuah 
peraturan tetapi secara lisan yaitu : 
I) Mengisi daftar peminjaman berkas yang disediakan oleh bagian 
umum, 
2) Arsip digandakan oleh bagian umum, 
3) Apabila peminjam dari luar wajib menyerahkan identitas seperti 
KTP, SIM dan identitas lainnya. 
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Dalam kaitannya dengan penggunaan arsip aktif dan inaktif, 
penemuan kembali arsip memegang peran penting karena menentukan 
kecepatan dan ketepatan terhadap berkas yang dicari. Untuk 
mengindentifikasi arsip yang dibutuhkan hanya berdasarkan pada 
perihal inti dari dokumen atau surat dan tanggal peristiwanya. Dari 
perihal dan tanggal kejadian akan dilakukan pencarian di folder-folder 
yang telah diberi label di bagian depan dan periode surat yang 
diarsipkan. Pemanggilan surat yang ada di bagian pelayanan pada 
umumnya relatif lebih cepat dan mudah ditemukan, namun jika 
terdapat di gudang arsip memerlukan waktu yang cukup lama terlebih 
lagi hanya I (satu) orang saja yang dilibatkan dalam pencariannya, 
disebabkan penyusunan di gudang arsip tidak dilakukan setiap bulan 
sebagaimana halnya di pelayanan namun hanya setiap akhir tahun. 
Proses penggunaan arsip yang dilakukan tersebut masih belum 
efektif dan efisien khususnya dalam menemukan kembali arsip dalam 
waktu yang relatif singkat. Meskipun pada akhimya ditemukan tetapi 
tidak efisiensi sehingga dapat mengganggu pelayanan kearsipan dan 
tugas-tugas yang lain. Hasil temuan kurang efisien dalam penemuan 
berkas tersebut disebabkan proses penyimpanan yang belum 
terklasifikasi menurut kode-kode tertentu yang secara langsung dengan 
mata dapat diputuskan bahwa posisi berkas tersebut berada, tetapi yang 
teljadi petugas arsiparis akan membuka satu persatu folder sehingga 
butuh waktu untuk pencermatan dan ketelitiannya, karena file-filenya 
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masih berbentuk hard copy yang tentu berbeda apabila berbentuk 
softcopy yang dapat ditelusuri dalam perangkat computer. 
c. Pemeliharaan Arsip 
Pelaksanaan pemeliharaan arsip dinamis di Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan dilakukan dengan membersihkan dan penyusunan 
kembali arsip setiap bulan dan akhir tahun setelah habis periode 
anggaran. Pemberian kapur barus dan bahan-bahan yang dapat merusak 
arsip dengan khususnya di gudang arsip. Untuk menunjang 
kenyamanan telah menggunakan Air Conditioner (AC), sehingga 
membuat petugas merasa nyaman dan arsip yang disimpan tidak cepat 
rusak karena suhu yang terkontrol. Tetapi secara garis besar 
pemeliharaan arsip dinamis yang dilaksanankan sudah cukup baik 
untuk menjaga arsip yang dimiliki, hanya kurangnya sarana lemari 
arsip yang kurang memenuhi standar. Pemeliharaan arsip juga 
dilakukan dengan memperhatikan arsip-arsip yang telah dipinjam si 
peminjam apakah telah dikembalikan atau belum, biasanya petugas 
akan menanyakan kepada si peminjamjika lebih dari 3 (tiga) hari. 
Berdasarkan basil temuan yang berkaitan dengan pemeliharaan 
arsip tersebut sudah cukup dalam menjaga keawetan arsip dan keaslian 
arsip sudah optimal, namun pemeliharaan di gudang arsip perlu selalu 
mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih serius, karena tidak 
tersedianya jadwal pemeliharaan yang berkelanjutan dan siapa saja 
petugas yang bertugas akan mengakibatkan tanggung jawab petugas 
tereduksi. Tidak adanya petugas khusus yang menangani pemeliharaan 
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arsip ini juga mengakibatkan arsip tidak terlalu diawasi dengan baik. 
Pengawasan arsip juga belum optimal dilakukan karena belum adanya 
karnera yang diposisikan di gudang arsip sehingga tingkat 
keamanannya masih rendah meskipun telah dikunci, namun aktivitas 
setiap hari belum terdeteksi, 
d. Penyusutan Arsip 
Penyusutan arsip merupakan salah satu sarana penting untuk 
mengatasi masalah bertumpuknya atau bertimbunnya arsip yang tidak 
berguna lagi. Penyusutan arsip dilakukan dengan cara menggolongkan 
surat-surat yang ada. Maksud menggolongkan surat-surat yaitu dilihat 
apakah arsip yang ada masih mempunyai nilai guna atau tidak berguna. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan melaksanakan penyusutan arsip dinamis aktif 
dalam jangka waktu setahun sekali. Arsip dinamis aktif yang telah 
disusutkan akan berubah menjadi arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis 
inaktif terdapat pada sentral arsip yaitu bagian Sekretariat yang 
disimpan padajil/ing cabinet. 
Hasil temuan dalam penelitian men jelaskan bahwa penyusutan 
yang dilaksanakan belum beljalan dengan baik, penyusutan didasarkan 
hanya berdasarkan insting atau penilaian petugas arsiparis, dan belum 
memiliki daftar riwayat arsip yang menggambarkan peljalanan arsip 
inaktif dan intensitas penggunaannya, sehingga kesalahan penilaian 
petugas dapat teljadi jika kurang cermat. Temuan yang lain 
menjelaskan bahwa penyusutan arsip inaktif yang mengandung 
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informasi yang cukup relevan belurn pemah dilakukan pengaliban dari 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan ke Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Kabupaten Bulungan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman 
petugas yang menangani kearsipan, mengingat beberapa produk-produk 
hukurn seperti Peraturan Daerah yang dibasilkan Anggota DPRD hams 
disimpan dengan baik. 
Dengan demikian sistem pengelolaan kearsipan yang telah dilakukan 
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan telah menerapkan 
pengelolaan yang berpedoman pada sudut pandang siklus hidup arsip. 
Siklus tersebut merupakan rangkaian tata kelola arsip sesuai konsep dan 
referensi-referensi teori tentang sistem pengelolaan arsip. 
Meskipun implementasi pengelolaan arsip telah berpedoman pada 
siklus hidup arsip, namun secara urnum masih belum optimal khususnya 
dalam memberikan manfaat kepada pengguna arsip tersebut di lingkungan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Manfaat yang belum dirasakan 
secara optimal khususnya bagi anggota DPRD, sebagaimana yang telah 
diungkapkan sebelurnnya bahwa kurang cepatnya dalam menemukan dan 
memberikan dokumen yang dibutuhkan menjadi salah satu kendala bagi 
mereka. 
Sistem pengelolaan kearsipan yang saat ini masib dilakukan secara 
manual oleh organisasi ini, seharusnya bukan menjadi suatu permasalahan 
apabila tiap tahapan siklus hidup arsip dapat diadministrasikan dengan 
baik dan tertib seperti adanya pencatatan surat dengan menggunakan 
abjad, angka, tanggal dan sebagainya dan adanya pemisahan antara arsip 
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~----------------------~ - -~------~~ 
yang tercipta secarn internal dan secarn ekstemal. Begitu juga dengan 
tahapan penggunaan arsip melalui peminjaman yang kurang rnpi dan 
terkoordinasi antar bagian/bidang di internal organisasi. Akibat dari 
tahapan pengelolaan kearsipan yang kurang dijalankan secarn tertib akan 
berdampak pada tahapan-tahapan berikutnya seperti penemuan kembali, 
pemeliharaan, dan pemusnahan tidak berjalan dengan efektif dan efisien 
karena seluruh tahapan saling terkait satu sama lain. Apabila proses 
pengelolaan telah dilaksanakan secarn tertib di awal tahapannya, maka 
kemungkinan besar akan baik juga di tahapan selanjutnya dan sebaliknya 
apabila buruk di depan maka kemungkinan besar buruk juga di tahapan 
berikutnya. 
Penemuan yang dihasilkan dari penelitian ini bahwa pengelolaan 
kearsipan yang belum optimal dijalankan, berdampak pada kurang efektif 
dan efisiennya pelayanan administrnsi yang diberikan. Pelayanan 
administrnsi yang diberikan dalam sektor publik merupakan pelayanan 
untuk publik dan diselenggarnkan oleh aparntur Negarn untuk mencapai 
tujuan Negarn yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakatnya dalam 
hal ini adalah anggota DPRD yang merupakan representasi dari rnkyat. 
Salah satu bentuk pelayanan administrasi yang dapat memberi 
manfaat besar bagi publik adalah administrnsi yang meliputi penemuan, 
pemberian, dan pengendalian informasi untuk dimanfaatkan secarn efektif 
dan efisien bagi pengambilan keputusan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarnkat. Sumber informasi yang tersedia di Organisasi Publik perlu 
dikelola dengan baik untuk mewujudkan administrnsi publik yang dapat 
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mendukung pelayanan publik yang optimal. Untuk itu menJaga dan 
menyimpan infonnasi perlu pengelolaan, dalam suatu pola manajemen 
kearsipan atau pengelolaan kearsipan. 
Proses penemuan kembali arsip sebagai salah satu bagian penting 
dalam pengelolaan arsip yang seringkali menjadi titik krusial dalam 
pelayanan administrasi kearsipan yang diharapkan oleh pengguna arsip. 
Apabila pada tahapan ini belum optimal maka proses pengelolaan 
kearsipan juga masih belum optimal. 
Sistem pengelolaan arsip menurut LANRI (2002:7) adalah cara atau 
metode menerima, menyimpan, mengaktualisasikan dan menemukan 
kembali arsip yang disimpan yang didasarkan pada prinsip efektivitas, 
efisiensi, dan keamanan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas, kelembagaan yang mantap, dan sarana serta prasarana yang 
memadai. 
Metode yang Ielah diterapkan dalam pengelolaan arsip belum 
seluruhnya didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan keamanan 
seperti yang seharusnya. Penemuan kembali arsip dan penyusutan arsip 
masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan yang mengganggu 
pelayanan administrasi kearsipan kepada pengguna arsip dan tertimbunnya 
arsip-arsip yang sudah tidak terpakai lagi di gudang arsip. 
Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa pengelolaan arsip 
yang telah diwujudkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan mulai 
dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan aspek, dari 
aspek pemanfaatan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan baik dari 
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kalangan anggota DPRD dan kalangan pegawai sendiri dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
Arsip yang dibutuhkan oleh anggota DPRD kebanyakan berupa 
dokumen undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan 
peraturan daerah, yang selalu menjadi referensi setiap pembahasan dalam 
penyusunan peraturan daerah. Begitu juga dengan surat-surat yang masuk 
ke sekretariat untuk suatu pembahasan-pembahasan dengan OPD di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. 
Untuk memenuhi kebutuhan arsip yang diperlukan tersebut selalu 
dapat dipenuhi sesuai kebutuhan mereka, namun tidak beijalan secara 
cepat, apalagi menyangkut arsip yang Ielah tersimpan di gudang. Namun 
untuk menemukan arsip yang tergolong aktif dan masih tersedia di ruang 
Sekretariat DPRD relatif cepat didapatkan, meskipun dilakukan dengan 
penyisiran di lemari atau filling cabinet yang ada oleh arsiparis. 
Meskipun arsip-arsip yang dibutuhkan oleh pengguna dapat ditemukan 
tetapi belum memenuhi harapan yang diinginkan. Keinginan atau harapan 
pengguna adalah berupa prosedur penemuan yang jelas dan tepat sasaran 
arsip yang dituju, yang tentu saja tidak dapat terpenuhi saat ini disebabkan 
sistem pendeteksian penemuan arsip yang Ielah lampau masih cederung 
dilakukan secara manual dan belum berdasarkan pada suatu teknologi 
informasi saat ini. Kehandalan sumber daya manusia atau arsiparis 
menjadi sangat penting dalam efektifitas penemuan arsip tersebut agar 
dapat dimanfaatkan segera oleh pengguna, namun di satu pihak sumber 
daya manusia pun belum memberikan imbangan yang cukup besar dalam 
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pengelolaan arsip tersebut dengan kendala-kendala kurangnya sumber 
daya manusia yang menguasai di bidang arsip dan komitmen yang tinggi 
untuk mengelola arsip secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Dengan demikian antara harapan agar arsip dapat ditemukan dengan 
cepat dan tepat pada kenyataannya masih belum memenuhi harapan 
pengguna yang dibutuhkan pengguna, sehingga adanya kesenjangan 
tersebut menjadi poin penting babwa pengelolaan arsip di Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan masih bel urn memadai. 
Efektifitas menurut Siagian (200 1 :24) adalab pemanfaatan sumber 
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa 
kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari 
segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan. Jika basil kegiatan semakin 
mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. 
Dalam realitasnya penggunaan sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana untuk mencapai sasaran pengelolaan arsip agar dapat 
dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pengguna baik anggota DPRD dan 
pegawai Sekretariat DPRD sudah terlaksana khususnya dalam siklus 
pengelolaan arsip, namun pemanfaatan sistem pengelolaan arsip yang 
sudab saat ini sudab cukup efektif yang terbukti dapat memberikan 
pelayanan menyediakan arsip meskipun belum sesuai harapan pengguna, 
namun keluhan utama kurang efektifuya pengelolaan arsip saat ini secara 
khusus terletak pada sistem pengelolaannya yang masih manual atau 
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konvensional yang belum memanfaatkan ketersediaan teknologi dan 
informasi. 
Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan kearsipan pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan terdapat beberapa kendala-kendala yang 
menyebabkan manfaat pengelolaan kearsipan tidak secara optimal 
dirasakan oleh pengguna baik anggota DPRD dan pegawai di lingkungan 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 
2. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Kearsipan Pada Sekretariat 
DPRD Kabnpaten Bulungan 
Dalam pelaksanaan efektifitas pemanfaatan pengelolaan arsip 
dinamis, ada beberapa kendala yang dihadapi, meliputi keterbatasan dana, 
sumber daya manusia, manajemen yang belum baik, perlengkapan dan 
tempat sering menjadi kendala dalam pengelolaan arsip dinamis. Selain 
itu, ada beberapa kendala lain dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu 
penemuan kembali arsip yang lama akibat sistem penyimpanan yang 
kurang sistematis, sistem pemeliharaan dan pengamanan yang kurang 
sempuma, serta peminjaman atau pemakaian arsip oleh pimpinan atau 
oleh unit lain dalam organisasi yang tidak dikembalikan kembali ke unit 
pencipta arsip; Bertambabnya arsip dinamis tanpa disertai dengan 
penyusutan dan pemusnahan; Pegawai kearsipan yang tidak cukup dan 
kurang adanya bimbingan yang teratur dari pihak pimpinan dan dari para 
ahli kearsipan; kearsipan yang tidak memadai, tidak mengikuti 




Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara, menjelaskan bahwa 
dalam penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, unit kearsipan 
harus mempunyai komponen yang meliputi Sistem Pengelolaan Arsip, 
Sumber Daya Manusia, Pendanaan Kearsipan, dan Prasarana dan Sarana 
K~arsipan. Oleh sebab itu komponen-komponen tersebut merupakan 
factor-faktor penting yang menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan 
sistem pengelolaan kearsipan. 
Untuk melihat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya, 
maka dengan melihat faktor-faktor yang menjadi komponen-komponen 
tersebut dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam memandang penyebab 
teJjadinya kendala-kendala dalam pengelolaan kearsipan pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan. 
Kendala-kendala yang teJjadi selama pelaksanaan pengelolaan 
kearsipan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yaitu : 
a. Sumber Daya Aparatur Pengelola Kearsipan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 
dijelaskan bahwa SDM kearsipan terdiri atas pejabat struktural di 
bidang kearsipan, arsiparis, dan fungsional umum di bidang kearsipan. 
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang 
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau 
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan 
tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 
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Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kearsipan 
atau dikenal arsiparis, dalam struktur di organisasi pemerintah terdiri 
dari 3 (tiga) unsur, yaitu : pejabat struktural di bidang kearsipan, 
Arsiparis, dan fungsional umnm di bidang kearsipan. 
Arsiparis unit kearsipan mempunyai tugas dan tanggung jawab 
melakukan pengelolaan arsip mulai dari penilaian arsip, pendataan, 
pengolaban, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pembuatan SOP, 
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Seorang petugas arsip hams 
teliti dalam melaksanakan tugasnya. Dalam penemuan kembali arsip 
petugas arsip hams sesegera mungkin menemukan arsip yang diminta 
dengan cepat dan tepat. 
Petugas yang melaksanakan pengelolaan kearsipan di Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan beijumlah 4 (empat) orang. 
Keseluruhannya disebarkan ke dalam 3 (tiga) bidang. Keempat petugas 
yang ditunjuk tersebut merupakan pegawai yang belum sepenuhnya 
memabami masalab pengelolaan kearsipan disebabkan pejabat yang 
terdabulu pindah atau mutasi ke OPD lain. Kurangnya pemahaman 
dalam bidang tersebut mengakibatkan kompetensi yang tidak terpenuhi 
dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien. 
Kompetensi yang tidak terpenuhi tersebut karena disebabkan 
kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan kearsipan secara 
beijenjang, sehingga menghambat kaderisasi pegawai yang akan 
mengelola arsip dan kebijakan memindahkan pejabat terdabulu dari tim 
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BKPSDM Kabupaten Bulungan yang tidak berkoordinasi dengan 
Sekretariat DPRD. 
Kurangnya pegawai khusus kearsipan membuat pegawai pada 
Bagian Sekretariat mengelub merasa kesulitan dalam mengurus arsip, 
karena teijadinya rangkap pekeijaan dengan pekeijaan lain yang 
menjadi kewajibannya, sehingga pengelolaan arsip sering terabaikan. 
Sedangkan untuk pengelolaan arsip inaktif belum sepenuhnya 
dilakukan, karena terbatasnya tenaga untuk mengelola arsip tersebut 
Pada bagian lain pegawai yang mengurus arsip hanya sebatas 
menyimpan dan menata saja, namun dalam hal merapikan arsip-arsip 
masih belum dilakukan karena juga terhambat dengan pekeijaan lain. 
Kendala lain yang menyangkut sumber daya manusia yang 
menangani masalah pengelolaan arsip di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan yang terlihat berdasarkan basil analisis bahwa masih 
rendahnya motivasi pelaksana arsiparis dalam mengelola arsip yang 
baik, yang menjadi kendala utama kurang efektifuya pengelolaan arsip 
selama ini disamping sistem yang digunakan masih manual. 
Kurangnya motivasi tersebut, terlihat dari kineija petugas dalam 
mengurus arsip sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan 
penyusutan yang tidak terkoordinasi dan terselenggara dengan rapi dan 
sistematis. Kendala kurangnya motivasi tersebut merupakan dampak 
psikologis tidak adanya honorarium untuk kesejahteraan mereka yang 
pada tahun-tahun sebelumnya tersedia dalam APBD, namun pada tahun 
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2016 dan 2017 tidak disediakan sebagai akibat tidak diatur 1agi dalam 
Keputusan Bupati Bulungan tentang Standarisasi Honorarium. 
Sebagai akibat tidak adanya lagi honorarium yang dibayarkan 
setiap bulan untuk tenaga arsiparis terebut, kineija petugas cenderung 
menurun dan pelaksanaannya pun kurang maksimal dalam menunjang 
perwujudan pengelolaan arsip yang dibebankan kepada mereka. 
b. Minimnya Anggaran Pengelolaan Arsip. 
Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam 
pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang lebib efektif dan efisien. 
Ketersediaan anggaran tersebut sedemikian vitalnya sehingga setiap 
upaya untuk merealisasikannya apabila tidak cukup tersedia atau minim 
akan mengalami hambatan-hambatan dalam implementasinya, sehingga 
manfaat yang dirasakan pun akan terganggu. Pada umumnya alokasi 
anggaran dalam suatu OPD direncanakan dan dianggarkan dalam 
Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap 
tahunnya dalam suatu program dan kegiatan-kegiatan yang telah 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran OPD, termasuk di dalamnya 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 
Pengelolaan kearsipan seringkali dianggap kurang penting, 
sehingga perencanaan dan penganggarannya tidak cukup tersedia atau 
terkadang dana yang tersedia pun kurang memadai. Banyak 
pertimbangan yang dijadikan alasan kurangnya perhatian terhadap 
penyediaan anggaran khusus untuk pengelolaan kearsipan, sehingga 




skala prioritas, rasionalisasi anggaran, anggapan bukan tolok ukur 
kineija organisasi, dan kurang fokusnya terbadap pembenahan 
permasalahan kearsipan. 
Pengalokasian dana dalam DPA untuk kegiatan pengelolaan 
kearsipan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan tidak secara 
spesifik ada dalam suatu kegiatan tertentu, karena sebagian kecil 
menumpang di kegiatan yang lain. Alokasi untuk penggunaan sistem 
arsip berbasis tekuologi informasi dengan menggunakan aplikasi 
elektronik belum pernah terpikirkan sampai dengan saat ini. Biasanya 
pengalokasiannya hanya sebatas membeli kapur barus, racun serangga, 
untuk menjaga dan memelihara arsip di gudang arsip dan lemari. 
Begitu pun dengan alokasi honorarium atau tunjangan tenaga arsiparis 
sudah dihapuskan dari peraturan yang berlaku, sehingga tidak jarang 
pegawai enggan diberikan tugas ini karena kurangnya kesejahteraan 
sementara tugas banyak dan merangkap. 
Kendala minimnya anggaran telah terungkap dalam realisasi 
anggaran dua tahun terakhir, yaitu tahun 2016 dan 2017. Sehingga 
dengan kondisi anggaran yang demikian pengelolaan kearsipan 
diupayakan agar terns beijalan sebaik mungkin dan sesuai kemampuan 
yang ada, disebabkan tugas-tugas tersebut sudah menjadi rutinitas yang 
mau tidak mau atau suka tidak suka hams dilaksanakan untuk 
kebutuhan dan kepentingan di saat-saat tertentu, baik untuk pimpinan, 
anggota DPRD dan untuk pemeriksaan dan pengendalian oleh lembaga 
pengawas internal maupun eksternal. 
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c. Bel urn Tersedianya Mekanisme Kelja Pengelolaan Kearsipan 
Mekanisme kelja berupa Standar Operasional Prosedur sangat 
diperlukan dalam memaksimalkan pengelolaan kearsipan yang sesuai 
ketentuan yang berlaku. Terkadang dijumpai pengurusan arsip ke 
bagian yang menangani arsip misalnya seperti di tata usaba atau bagian 
umum menetapkan persyaratan, karena papan informasi atau 
mekanisme tidak tersedia dan akbirnya bukannya penyelesaian yang 
diperoleh tetapi rasa tidak puas terhadap layanan di tata usaba. 
Dalam pengelolaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, 
SOP pelayanan kearsipan tidak ada terpampang atau tersedia dalam 
bentuk keputusan-keputusan. Sehingga hal ini menjadi kendala yang 
cukup serius dalam menciptakan layanan terbaik di bidang kearsipan. 
Ketidaktersediaan SOP dan persyaratan tersebut mengakibatkan 
mereka sering tidak konsekuen dalam mengembalikan arsip yang 
dipinjam, surat yang keluar tanpa melalui bagian umum, dan hal-hal 
lain yang sifatnya mengganggu kelancaran pelaksanaan kearsipan. 
SOP yang urgen untuk tersedia dalam menunjang pelayanan arsip 
di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan seperti : 
1 ). SOP tentang Pelayanan Peminjaman Arsip. 
2). SOP tentang Pemindahan Arsip. 
3). SOP tentang Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar. 
d. Sarana dan Prasarana Kearsipan 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 bahwa 
sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan meliputi gedung, ruangan 
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dan peralatan. Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan seperti gedung arsip, lemari 
arsip, dan filling cabinet serta rak arsip belurn mencukupi untuk 
menunjang optimalnya penyimpanan arsip yang tersusun secara 
sistematis. Lemari untuk menyimpan arsip saat ini tidak mampu 
menampung arsip yang semakin tahun semakin bertambah. 
Peningkatan keamanan arsip di gudang arsip perlu ada pemantauan 
kamera CCTV sehingga pengamanan arsip tidak terbatas waktu dan 
tenaga manusia. 
e. Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian 
Pengawasan seharusnya dilakukan secara beJjenjang terhadap 
petugas yang melaksanakan fungsi pengelolaan kearsipan. Pengawasan 
dan pengendalian arsip di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
menurut basil observasi dan wawancara membuktikan pengawasan 
sangat minim dilakukan oleh atasan hal ini berakibat pada kuranguya 
komitmen yang kuat dalam peningkatan tala kelola kearsipan. 
f. Belum Memanfaatkan Kemajuan Teknologi dan lnformasi 
Teknologi dan Informasi sangat penting untuk meningkatkan 
efisiensi pelaksanaan togas yang melibatkan proses yang cukup banyak 
karena akan mendistorsi keterlibatan sumber daya manusia yang 
terbatas dalam bekerja. 
Saat ini penerapan aplikasi berbasis elektronik seperti e-
government sudah diterapkan di berbagai daerah guna menunjang 
kecepatan pelayanan kepada publik. Electronic Arsip (E-Arsip) sampai 
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saat ini baru sebatas keinginan di Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan namun selama bebempa tahun ini tidak pemah keinginan 
mewujudkannya. Hal inilah yang juga menghambat pelaksanaan 
pengelolaan arsip menjadi lebih baik, dan sampai kapan pun tidak akan 
mengalami peningkatan jika tidak merubah mind set organisasi 
tersebut. 
g. Kurangnya Penerapan Manajemen Dalam Pengelolaan Arsip 
Perencanaan yang kumng berorientasi pada kebutuhan 
pengelolaan arsip akan mengakibatkan tidak terpenuhinya persyamtan 
penyelenggaman kearsipan yang optimal. Hubungan perencanaan 
terkait dengan penganggaran sebagaimana perencanaan di DPA yang 
belum mengakomodir kebutuhan pengelolaan arsip. 
Pengawasan yang lemah dalam memonitor kinelja petugas arsip 
dapat mengakibatkan pengelolaan Arsip akan beljalan seadanya dan 
tanpa ada feed back untuk evaluasi di masa mendatang. Lemahnya 
penempan prinsip-prinsip manajemen secara umum dalam pengelolaan 
kearsipan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan seperti dijelaskan 
diatas menghambat peningkatan dan pengembangan pengelolaan 





SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan pada 
bah sebelumnya sebagai berikut : 
I. Pelaksanaan efektifitas pemanfaatan pengelolaan arsip pada Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan secara keseluruhan masih belum memadai dari 
segi efektivitas dan efisiensinya. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan 
kearsipan tersebut, dapat terlihat dari manfaat yang diterima oleh pengguna 
arsip belum sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 2 ( dua) hal pokok yang 
yang menjadi keluhan sehingga bel urn memadai yaitu pertama, memperoleh 
arsip yang dibutuhkan dengan cepat pada saat-saat tertentu tidak dapat efektif 
dan efisien dilaksanakan, disebabkan oleh waktu yang lama dalam 
menemukan kembali arsip yang diperlukan dan kedua, Volume arsip yang 
tidak terpakai lagi atau arsip inaktifyang di gudang penyimpanan arsip cukup 
banyak dan belum dilakukan pemusnahan arsip, sehingga mengakibatkan 
kurang tertatanya arsip dengan baik. 
2. Kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan 
kearsipan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yaitu : 
a. somber daya aparatur pengelola kearsipan, yaitu kurangnya jumlah 
pegawai, kompetensi pegawai dan motivasi keaja dalam mengelola arsip 




b. minimnya anggaran pengelolaan kearsipan, ini ditunjukkan oleh realisasi 
anggaran untuk pengelolaan arsip seperti penyediaan sarana dan 
prasarana, material, mengalami penurunan sejak tahun 2016 dan 2017. 
c. belum tersedianya mekanisme keJja pengelolaan arsip, yaitu SOP 
pelayanan kearsipan yang belum ada sampai saat ini. 
d. kurangnya sarana dan prasarana, yaitu Iemari arsip, dan filling cabinet 
serta rak arsip belum mencukupi untuk menunjang optimalnya 
penyimpanan arsip yang tersusun secara sistematis. 
e. lemahnya pengawasan dan pengendalian, yaitu pengawasan sangat minim 
dilakukan oleh atasan hal ini berak:ibat pada kurangnya komitmen dalam 
peningkatan tata kelola kearsipan, 
£ belum menggunakan aplikasi teknologi informasi yang secara umum 
memperlambat efuktivitas dan efisiensinya. 
g. Kurangnya penerapan manajemen dalam arsip, yaitu perencanaan yang 
kurang berorientasi pada kebutuhan pengelolaan arsip akan 
mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan 
kearsipan yang optimal. 
Berdasarkan simpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal untuk berbagai 
pihak yang terlibat di dalamnya yaitu : 
I. Sistem pengelolaan arsip dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya dalam 
jangka menengah dengan mengkaji pemanfaatan sistem yang berbasis teknologi 
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infonnasi dan komunikasi, sehingga pelayanan arsip dapat memuaskan 
khususnya anggota DPRD dan pegawai. 
2. Sistem pengelolaan arsip saat ini dapat terus digunakan meskipun cenderung 
manual, namun dalam jangka pendek agar Iebih baik dan masih dapat 
diimplementasikan dengan memagangkan pegawai di Badan Perpustakaan dan 
Arsip Kabupaten Bulungan yang memiliki kemampuan mengelola arsip lebih 
baik, sehingga dapat memprogramkan peningkatan dan pengembangan penataan 
arsip yang Iebih baik. 
3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang telah mengaplikasikan 
pelaksanaan pengelolaan arsip secara elektronis sebagai upaya benchmark 
kinerja atas pengelolaan arsip, dan dapat diadopsi praktik terbaik di lingkungan 
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SISTEM PENGELOLAAN KEARSIP AN PADA KANTOR SEKRETARIAT 
DPRD KABUPATEN BULUNGAN 
Anggota DPRD 
I. Apakah pengelolaan arsip sudah dikelola seorang tenaga arsiparis ? 
2. Bagaimanakah pencatatan dalam penciptaan arsip dilaksanakan (membuat dan 
menerima arsip) ? 
3. Bagaimanakah penggunaan arsip yang dimiliki diadministrasikan oleh internal 
organisasi ? 
4. Bagaimanakah upaya menjamin penggunaan arsip dilakukan ? 
5. Bagaimanakah pengendalian dan pendistribusian arsip dilakukan?. 
6. Bagaimana penyimpanan arsip agar dapat dengan mudah ditemukan kembali. 
7. Bagaimanakah pelaksanaan pemeliharaan kearsipan dilakukan ? 
(sejak pemberkasan, penataan,penyirnpanan dan alih media) . 
8. Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dilakukan ? 
9. Apakah penyusutan arsip dilakukan oleh organisasi ? (pemindahan dan 
pemusnahan arsip ). 
I 0. Apakah pencarian dan penemuan kembali arsip untuk kepentingan internal dan 
eksternal dapat dengan mudah dan cepat dilakukan ? 
II. Kendala-kendala apa sajakah yang dibadapi dalam penataan kearsipan. 
12. Berdasarkan fakta di tempat ketja apakah sudah mernadai atau belum 




SISTEM PENGELOLAAN KEARSIP AN PADA KANTOR SEKRETARIAT 
DPRD KABUPATEN BULUNGAN 
Sekretaris DPRD 
1. Bagaimanakah penyelenggaraan kearsipan pada internal organisasi ? (Dukungan 
SDM, Sarana dan Prasarana, Organisasi Kearsipan serta Pendanaan) 
2. Apa sajakah regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan kearsipan 
? (UU, PP, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah) 
3. Apakah manajemen kearsipan sudah diterapkan dalam pengelolaan arsip di 
organisasi. (POAC) 
4. Sistem kearsipan yang digunakan dalam pengelolaan arsip. 
5. Apakah pengelolaan kearsipan di internal organisasi menjadi salah satu prioritas 
dalam peningkatan pelayanan OPD? 
6. Secara kelembagaan atau organisasi apakah pengelolaan arsip mampu 
menangani permasalahan kearsipan yang ada di OPD? 
7. Apakah mekanisme keija (SOP) dan perangkat kerja lainnya telah tersedia 
dalam mendukung pelaksanaan kearsipan? 




SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA KANTOR SEKRETARIAT 
DPRD KABUPATEN BULUNGAN 
KabagUmum 
I. Bagaimanakah asas pengarsipan antar bagian dalam internal organisasi ? 
2. Apakah pembinaan kearsipan dilakukan terhadap tenaga arsiparis? 
3. Bagaimanakah upaya dalam pengembangan SDM kearsipan? 
4. Bagaimanakah upaya meningkatkan penggunan sarana dan prasarana kearsipan. 
5. Apakah sistem kerarsipan yang dilakukan sudah beijalan dengan baik dan 
memadai sesuai ketentuan dan kebutuban organisasi. 
6. Bagaimanakah program terkait dengan pengelolaan kearsipan untuk OPD ? 
7. Adakah kendala dan hambatan dalam meningkatkan pengelolaan arsip agar 
Jebih sistematis dan tertata secara administrasi. 
8. Upaya mengatasi kendala dan hambatan pengelolaan kearsipan. 





SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA KANTOR SEKRETARIAT 
DPRD KABUPATEN BULUNGAN 
Kasubag Kepegawaian dan Perlengkapan 
1. Apakah pengelolaan arsip aktif dan statis sudah dilakukan pengklasikasian 
secara administrasi? 
2. Apakah kompetensi kemampuan dan pendidikan SDM sudah memadai dalam 
pengelolaan arsip? 
3. Apakah standar kualitas dan spesiflkasi prasarana dan sarana kearsipan sudah 
memadai ? (ruangan penyimpanan dan Iemari) 
4. Apakah pelaksanaan pengelolaan arsip sudah memenuhi harnpan dan kebutuhan 
pengguna informasi dan data ? 
5. Bagaimanakah kendala dan hambatan dalam pengelolaan arsip? 
6. Upaya dalam mengatasi kendala dan hambatan kearsipan? 
7. Berdasarkan metode kerja dan kebijakan yang ada apakah pengelolaan kearsipan 




SISTEM PENGELOLAAN KEARSIPAN PADA KANTOR SEKRETARIAT 
DPRD KABUPATEN BULUNGAN 
Staff Arsiparis 
1. Apakah pengelolaan arsip sudah dikelola seorang tenaga arsiparis ? 
2. Bagaimanakah pencatatan dalam penciptaan arsip dilaksanakan (membuat dan 
menerima arsip) ? 
3. Bagaimanakah penggunaan arsip yang dimiliki diadministrasikan oleh internal 
organisasi ? 
4. Bagaimanakah upaya menjamin penggunaan arsip dilakukan ? 
5. Bagaimanakah pengendalian dan pendistribusian arsip dilakukan? 
6. Bagaimana penyimpanan arsip agar dapat dengan mudah ditemukan kembali? 
7. Bagaimanakah pelaksanaan pemeliharaan kearsipan dilakukan ? 
(sejak pemberkasan, penataan,penyimpanan dan alih media) . 
8. Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dilakukan ? 
9. Apakah penyusutan arsip dilakukan oleh organisasi ? (pemindahan dan 
pemusnahan arsip). 
10. Apakah pencarian dan penemuan kern bali arsip untuk kepentingan internal dan 
ekstemal dapat dengan mudah dan cepat dilakukan ? 
11. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penataan kearsipan. 
12. Berdasarkan fakta di tempat keija apakah sudah memadai atau belum 




P ANDUAN PENGAMA TAN (OBSERV ASI) 
DALAM RANGKA SISTEM PENGELOLAAN KEARSIP AN DI 
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUNGAN 
L. Proses penerimaan dan pencatatan arsip di ruang pelayanan. 
Masilt cora manual, penerimaan di/akukan diruang pelayanan/umum dan di catat dibuku 
kendali, disposisi dan buku agenda. 
2. Pendistribusian arsip antar bagian. 
Setelah melakukan pencatatan diserahkan ke Kabag Umum untuk di disposisi (to/tap 
pertama) setelah itu dilanjutka11 ke Setwan untuk di disposisi dan se/anjutnya di 
distribusikan antar bagian dan ketua DPRD untuk di tindaklanjuti setelah itu dikembalikan 
kerutmg pelayonon untuk diorsipkon. 
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Arsip tidak tertata dengatr rapidan tidak dikelola oleh petugas Arsiparis. 
6. Pengklasifikasian arsip menurut system yang digunakan. 
Masih bersifat manual 
7. Pemantauan simulasi peminjaman dan penemuan arsip. 
166 
43266.pdf
Pad a sa at peminjaman arsip petugas sulit untuk menemukan kembali arsip tersebut karen a tidak 
tertata dengan baik dan rapi karen a penyimpanan arsip mllSih diletakkan tidak berdasarkan 
urutan kode sural dan petugas kurang memahami karen a rangkapnya pekerjaan. 
8. Pemahaman arsipari s dalam penataan arsip. 
Masill bersifat Stan dar dan belum memahami secara sempurna tentang pengelolaan arsip yang 
baik dan benar 
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